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ABSTRAK 
 
ABDUL BASYIR, S.320905001, Analisis Yuridis Putusan Perkara Merek 
“Kido” antara Ikatan Masyarakat Manggarai – Flores Nusa Tenggara Timur 
(Ntt) Indonesia melawan PT. Konimex di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2007. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif) karena 
hukum diartikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim (In 
konkreto). Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data 
dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
Teknik analisis data menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan logika deduksi 
Hasil penelitian kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan 
bahwa Majelis Hakim judex factie maupun kasasi mempunyai persamaan 
pandangan dalam memutus perkara merek KIDO dan telah mengesampingkan 
ketentuan dalam Undang-undang Nomor :15 tahun 2001 tentang Merek khususnya 
dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 63, Pasal 67 dan Pasal 68 undang tersebut. Hal 
dikarenakan: pertama, Majelis Hakim tidak memperhatikan asas-asas hukum yaitu  
“Lex specialist derogate legi generaly” (peraturan yang khusus mengesampingkan 
peraturan yang lebih umum). Kedua, Majelis Hakim  dalam mengambil putusan 
berpijak pada teori hakim sebagai pembuat hukum (judge made law)  dan sangat 
terpengaruh teori pragmatical legal realism yang menyatakan hakim layak 
membuat hukum dikarenakan hukum selalu berubah seiring dengan perkembangan 
dalam masyarakat, sehingga tidak memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku. Ketiga, Putusan hakim judex factie maupun kasasi tampak hendak  
membuat putusan yang mencerminkan kemanfaatan dalam dunia bisnis, namun 
mengesampingkan nilai dasar hukum yang lain yaitu keadilan dikarenakan dalam 
pertimbangan hukumnya mengenai tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum 
dalam perbuatan Tergugat yaitu hanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata 
dan tidak dikaitkan dengan Undang-undang Merek. Selain itu kepastian hukum  
tidak tercermin dalam putusan karena telah secara implisit bahwa judex factie dan 
judex juridis dalam perkara ini berwenang mengadili perkara KIDO tersebut  dan 
mengesampingkan peraturan perundangan yang sudah jelas mengatur penyelesaian 
sengketa merek adalah di pengadilan niaga.  Sehingga tidak tercipta keadilan bagi 
masyarakat pebisnis karena penyelesaian bisnis berlarut larut. 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan 
bagi hakim guna memperluas pemahaman dalam menyusun pertimbangan-
pertimbangan hukum dalam membuat putusan khususnya sengketa merek 
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 ABSTRACT 
 
 
ABDUL BASYIR. S. 320905001.A Juridical Analysis on Lawsuit Verdict of 
“KIDO” Brand Between Manggarai Community Association – Flores Nusa 
Tenggara Timur, Indonesia against PT. Konimex in Sukoharjo First Instance 
Court.  
Thesis, Postgraduate Progam of Sebelas Maret University, Surakarta, 2007. 
 
This research is a doctrinal (normative) because the law is defined as the 
verdict created by judge(in croceto). The data employed was secondary data. The 
data collection was conducted by tracing the primary, secondary and tertiary law 
materials. Technique of collecting data used was a qualitative analysis technique 
with deduction logic. 
The results of research was then analyzed so that leads to a conclusion that 
both Judge Chamber judex factie and kasasi (appeal to the supreme court) have the 
same view in deciding the KIDO brand case and have ignored the provision in Act 
No: 15 of 2001 about The Brand particularly in Article 5 letter a, Articles 63, 67 
and 68. This is because: Firstly, The Judge Chamber does not consider the law 
principles, namely the more general rule. Secondly, The Judge Chamber relies on 
the judge’s theory as the lawmaker and is highly affected by the pragmatical legal 
realism stating that the judge is reasonable to make law because the law always 
change along with the society progress, so that it does not consider the law 
regulation prevailing. Thirdly, both the judge verdict judex factie and kasasi will 
apparently make a verdict reflecting the benefit in business realm, but ignoring 
other basic law value, i.e. justice because in its law consideration concerning the 
absences of law violation action evidence in the act  of the accused that is based on 
Article of 1365 of KUHPerdata and not related to the Brand Acts. In addition, the 
law certainty is not reflected in the verdict because it had implied that Judex Factie 
and Judex Juridis in this case have authority to try the KIDO case  and ignore the 
law regulation that has obviously regulated the brand lawsuit resolution in 
commerce court.  
This research is expected to give recommendation and input for the judge in 
order to expand its conception in arranging the law consideration in deciding the 
verdicts, particularly in the brand lawsuit. 
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MOTO 
 
 
 
“… niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…” 
(AL QUR’AN, 58: 11) 
 
“… dan berbuat adillah kamu, karena lebih mendekatkan kepada 
TAQWA…” 
 
“Katakanlah yang benar walaupun pahit” 
 
“Hidup dan nasib, bisa tampak berantakan, misterius, fantastis, dan 
sporadis, namum setiap elemennya adalah subsistem keteraturan dari sebuah desain 
holistik yang sempurna. Menerima kehidupan berarti menerima kenyataan bahwa 
tak ada hal sekecil apapun terjadi karena kebetulan. Ini fakta penciptaan yang tak 
terbantahkan” 
(Harun Yahya) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH : 
Arus globalisasi yang semakin meluas baik dibidang 
sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang 
kehidupan lainnya, terutama perkembangan tekonologi 
informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan 
ekonomi dan bisnis mengalami kemajuan yang cepat 
terutama kegiatan di sektor perdagangan internasional 
meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan 
dunia sebagai pasar tunggal bersama. 
Dunia bisnis yang berkembang dapat berjalan dengan 
lancar apabila ditunjang dengan perangkat hukum yang 
memadai dan penegakan hukumnya memberikan kepastian 
hukum, disamping kondisi keamanan negara yang 
kondusif serta stabilitas ekonomi yang mantap 
dikarenakan ketiga hal tersebut merupakan daya tarik 
bagi pebisnis baik domestik maupun asing untuk 
melakukan investasi. 
Hukum yang dapat selalu mengikuti perkembangan 
manusia sangat didambakan dalam dunia bisnis karena 
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peraturan dan ketentuan yang up to date akan sangat 
membantu kegiatan bisnis khususnya jika terjadi 
persinggungan atau sengketa (Sudikno 
Mertokusumo,1984:177). Persinggungan atau sengketa 
tersebut dapat saja terjadi dalam kegiatan bisnis 
yang jumlah transaksinya dapat mencapai ratusan 
setiap hari serta beragam bentuk dan kepentingan. 
Dimana setiap jenis sengketa yang terjadi selalu 
menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin 
banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi 
terjadinya sengketa makin tinggi. Hal ini berarti 
makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. 
Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan 
akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi 
tidak efissien, produktifitas menurun, dunia bisnis 
mengalami kemandulan dan biaya produksi 
meningkat.(Suyud Margono,2000:12). Untuk itu perlu 
diantisipasi dengan pemahaman dan penerapan secara 
seragam terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku guna menyelesaikan sengketa tersebut dan 
melakukan pembaharuan produk-produk hukum yang 
menunjang kegiatan bisnis. 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang 
yang pada saat ini sedang giat melaksanakan 
pembangunan disegala bidang. Adapun tujuan dari 
pembangunan tersebut yaitu untuk kesejahteraan dan 
 xviii  
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia secara adil dan 
merata. Pembangunan nasional dewasa ini terutama 
diarahkan dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan 
suatu negara dengan ekonomi yang kuat akan dapat 
mengembangkan potensi yang dimilikinya secara 
optimal. 
 Arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, 
budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya, 
terutama perkembangan tekonologi informasi dan 
transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor 
perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah 
menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama, maka 
dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi Indonesia 
harus turut serta bersaing dalam lintas perdagangan 
dunia yang semakin kompleks tersebut. Dengan demikian 
diperlukan selain faktor modal, tekonologi juga 
memegang peranan yang cukup vital. 
Teknologi yang semakin canggih dan pesat memberi 
pengaruh besar terhadap masalah hak atas kekayaan 
intelektual serta perlindungan hukumnya. Dikarenakan 
teknologi merupakan hasil penemuan atau karya cipta 
seseorang, baik dilapangan ilmu pengetahuan, seni dan 
sastra yang dengan menggunakan daya pemikiran, 
imajinasi, ketrampilan dan kecekatannya. Hal ini 
harus dilindungi oleh negara melalui peraturan 
perundang-undangan sehingga hasil ciptaan tersebut 
 xix  
terhindar dari praktek-praktek illegal dan kejahatan. 
Namun pemasalahannnya sudah tidak murni hanya bidang 
hak atas kekayaan intelektual semata karena banyak 
kepentingan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 
intelaktual tersebut, yaitu dalam bidang ekonomi dan 
politik. 
Hukum Indonesia yang berkembang selama dua dekade 
ini ditandai dengan meningkatnya gerakan perlindungan 
hukum terhadap hak atas kekayaan Intelektual yaitu 
dengan mengadakan perubahan terhadap undang-undang  
dalam bidang Hak atas kekayaan intelektual yang 
dirasa kurang memberikan perlindungan hukum terhadap 
pemegang hak yaitu salah satunya berkaitan dengan hak 
merek. 
Ekonomi yang berkembang tersebut mengakibatkan meningkatnya 
tingkat kesejahteraan, maka pola konsumsi masyarakat di Indonesia pun 
mengalami perubahan. Dimana dalam mengkonsumsi barang, masyarakat 
dengan berbagai fasilitas lebih mengutamakan produk dengan merek untuk 
meningkatkan prestise di lingkungan sekitarnya. Melihat kenyataan ini, dimana 
adanya kecenderungan konsumen lebih memilih barang dengan melihat merek 
barang tersebut, maka seperti di temui dalam banyak yurisprudensi, para 
pengusaha banyak yang kemudian melakukan pemalsuan atau peniruan merek 
yang sudah dikenal masyarakat demi untuk mengeruk keuntungan pribadi.  
Peniruan dan pembajakan merek di Indonesia berkembang seiring 
dengan perkembangan ekonomi yang menganut sistem ekonomi terbuka dalam 
era perdagangan global. Hal ini terjadi karena persaingan antara para produsen 
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untuk menarik masyarakat memilih produknya, tetapi dilakukan dengan 
berbagai cara sehingga menimbulkan kecurangan atau persaingan tidak sehat 
(unfair competition). Persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang wajar 
dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal, namun diharapkan dapat 
terbentuk iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini merek memegang 
peranan yang sangat penting sehingga diperlukan sistem pengaturan yang lebih 
memadai artinya adanya aturan hukum yang memberikan kepastian hukum dan 
juga memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang melaksanakan peraturan 
tersebut 
Hak kekayaan intelektual (HKI) berpengaruh besar dalam perdagangan, 
maka di Jenewa pada bulan September 1990 Intellectual Property in Business 
Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang kini dikenal TRIPs atau Trade 
Related Aspects of Intelectual Property Rights. Jadi disini dapat dilihat secara 
nyata bahwa perdagangan internasional bukan mengurus soal dagang saja, tetapi 
berbagai tekanan-tekanan yang telah dilakukan dibidang yang sebetulnya bukan 
bidang perdagangan, misalnya hak milik intelektual, merek dagang, paten dan 
hak cipta (Sudargo Gautama, 1997: 21) 
Dua dekade terakhir ini di Indonesia perkembangan hukum mengalami 
peningkatan dalam gerakan perlindungan hukum terhadap HKI  termasuk 
perlindungan hukum terhadap hak merek. Pengawasan atas perlindungan hak 
merek di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Merek Dierektorat Jederal Hak 
Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Pengawasan ini perlu terus dilakukan secara seksama dengan tetap 
memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang 
semakin komplek, termasuk bidang produksi barang dan jasa. Dalam 
pelaksanaan produksi tersebut ada kalanya terdapat hubungan hukum yang 
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menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait sehingga 
mengakibatkan suatu sengketa.  
Perkara mengenai sengketa merek, yang sering mengemuka 
adalah kecurangan terhadap pemakaian merek yang lebih dahulu 
punya nama atas suatu produksi barang dan jasa secara sah. 
Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara meniru  barang-barang 
merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik untuk barang 
sejenis maupun untuk barang yang berlainan jenis, yakni hanya 
dengan memakai merek saja atau menyerupai merek terkenal yang 
dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran 
barang yang dibelinya tersebut. Akibat dari tindakan ini 
menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, 
maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang 
yang telah dibelinya tersebut. 
Tindakan di atas dalam konstruksi hukum dapat 
dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum 
(onrechmatige daad), dimana dalam yurisprudensi diartikan 
sebagai setiap perbuatan yang dipandang tidak patut, tidak wajar, 
atau tidak benar dalam pergaulan masyarakat sehingga dapat 
dituntut pertanggungjawabannya yang dapat berupa  penggantian 
kerugian dihadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan 
pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum. 
Salah satu perkara yang menarik yaitu sengketa merek antara ikatan 
Masyarakat Manggarai- Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia  
dengan  PT.Konimex  berkaitan produk coklat merek “Kido” 
berlabel halal yang diproduksi oleh PT.Konimex  dan terdaftar pada 
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Ditjen Merek- HaKI Depkeh dan HAM RI, No. 6/I/A/1998 tanggal 23 Januari 
1998,  dimana arti “Kido” dalam Masyarakat Manggarai-Flores NTT Indonesia 
berarti bersetubuh atau bersenggama yang mana sangat tabu diucapkan  
didepan umum terutama anak-anak dan remaja yang belum terikat 
perkawinan. Dengan beredarnya produk coklat  merek “Kido” 
berlabel halal menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi para 
orang tua/ tokoh agama/ para pendidik dan tokoh adat masyarakat 
suku Manggarai-Flores NTT mengenai dampak atau pengaruh 
peredaran coklat “Kido “ tersebut terhadap perkembangan mental, 
rohani, sosial dan kesusilaan pada anak-anak.  Sedangkan PT 
Konimex sendiri telah mengetahui sejak tanggal 19 Oktober 2001 
arti kata “Kido”  yaitu bersetubuh dan hal itu menyinggung 
Masyarakat Manggarai- Flores  NTT yang mentabukan kata kido 
tersebut, namun PT Konimex tetap memproduksi dan mengedarkannya 
terutama di masyarakat Manggarai-Flores NTT sehingga terdapat 
kenyataan bahwasannya PT Konimex telah beritikad buruk, maka Ikatan 
Masyarakat Manggarai- Flores NTT Indonesia mengajukan gugatan dengan 
mendasarkan Pasal 5 Undang-undang  Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ke 
Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Sukoharjo melalui putusan Nomor:18/Pdt.G/2002/PN.Skh telah menolak 
gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan pada tingkat banding di Pengadilan 
tinggi Jawa Tengah serta kasasi di Makamah Agung telah menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut.  
Undang-undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek telah mengatur 
secara limitatif kompetensi absolut sengketa merek ada pada Pengadilan Niaga 
karena diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sebagaimana 
yang diharapkan dalam dunia bisnis. Sengketa dagang yang terlambat 
diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak 
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efissien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya 
produksi meningkat. (Suyud Margono,2000:12). Sengketa Merek “Kido” yang 
diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo seakan  memunculkan permasalahan 
dalam dunia bisnis yaitu terhambatnya perkembangan dunia bisnis akibat 
ketidakpastian hukum. 
Penulis ingin mendalami pertimbangan-pertimbangan hukum putusan 
Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:18/Pdt.G/2002/PN.Skh mengenai 
penyelesaian sengketa merek KIDO. Disamping itu dianalisis pula putusan 
banding dan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perkara 
tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengambil 
judul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA MEREK “KIDO” 
ANTARA IKATAN MASYARAKAT MANGGARAI - FLORES NUSA 
TENGGARA TIMUR (NTT) INDONESIA MELAWAN PT. KONIMEX DI 
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 
 
B. PERUMUSAN MASALAH: 
Dari uraian latar belakang  di atas permasalahannya sebagai berikut:  
1. Mengapa Pengadilan Negeri Sukoharjo memutus sengketa merek yaitu sengketa 
merek “Kido” antara Ikatan Masyarakat Manggarai-Flores NTT Indonesia 
dengan PT Konimex  padahal dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 
menyatakan sengketa Merek merupakan wewenang Pengadilan Niaga?; 
2. Bagaimana sebaiknya pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan 
mengenai perkara Merek dikaitkan dengan peraturan hukum Merek yang 
berlaku? 
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C. TUJUAN PENELITIAN : 
1. Tujuan Umum : 
a. Untuk  mengetahui dan menganalisis putusan sengketa Merek oleh 
Pengadilan dalam Perkara Merek “Kido” 
b. Untuk mengetahui sebaiknya pertimbangan-pertimbangan hukum putusan 
pengadilan mengenai perkara merek. 
2. Tujuan Khusus : 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai derajat 
Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum, minat utama : Hukum Bisnis pada 
Program Studi IImu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret  
Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN: 
1. Manfaat teoritis : 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan 
hukum, khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa 
Merek. 
3. Manfaat Praktis: 
Diharapkan dapat memberikan saran atau masukan bagi hakim guna 
memperluas pemahaman dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum 
putusan pengadilan khususnya berkaitan dengan putusan perkara merek. 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
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I. KERANGKA TEORI 
A.  Tinjauan tentang Hukum 
1. Pengertian Hukum 
Hukum mempunyai banyak ragam pengertian. Apabila pengertian 
hukum dikaitan dengan aliran di dalam filsafat hukum, diantaranya yaitu 
aliran hukum alam, aliran positivistik, aliran realisme hukum dan aliran 
sosiological jurisprudence (Setiono, 2002: 1), maka akan terlihat hukum 
dapat diartikan dari beberapa sudut pandang. Menurut Satjipto Raharjo, 
Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan 
ketertiban dan keteraturan disitu. Oleh karena itu ia bekerja dengan cara 
memberikan petunjuk tentang tingkah laku. Jadi hukum adalah karya 
manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah 
laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia  tentang bagaimana 
seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan.  
Hukum bukan merupakan penilaian artinya bukan merupakan 
pernyataan-pernyataan mengenai suatu obyek pemahaman. Kaedah hukum 
merupakan perintah, kebolehan dan pembenaran. Hukum memerintahkan, 
membolehkan dan membenarkan yang disusun dalam bahasa berbentuk 
pernyataan faktual dan memiliki karakter konstitutif sehingga memahami 
obyeknya sebagai suatu keseluruhan yang berdiri sendiri (Soerjono 
Soekanto, 1985:99).  
 
      2. Pembentukan hukum dan Penerapan hukum. 
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Apabila kita membahas tentang bagaimana hukum terbentuk serta 
bagaimana hukum diterapkan, maka yang pertama perlu kita lihat 
bahwasannya hukum pada kenyataannya terdapat hukum tertulis, hukum 
tidak tertulis dan hukum peradilan yang lazimnya dikenal dengan judge-
made-law.  
a. Hukum Tidak tertulis. 
Hukum tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
Bentuknya yang tidak tertulis membuat sebagian ahli hukum 
menganggap dengan bentuk yang tidak tertulis kurang memberikan 
kepastian hukum, dikarenakan sulit diketahui kaidah-kaidahnya 
(Abdurrahman, 1978: 104). Hukum tidak tertulis yang merupakan 
hukum kebiasaan  karena bentuknya lebih mudah melakukan adaptasi 
sehingga dapat dikatakan sifatnya fleksibel yaitu dapat cepat mengikuti 
perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. 
Biasanya hukum tidak tertulis merupakan hukum adat yang hidup di 
suatu lingkungan.  
Penerapan hukum hukum adat ini tergantung ketaatan masyarakat 
terhadap hukum tersebut. Hal ini dikarenakan hukum adat hidup dalam 
masyarakat tersebut, sedangkan antara hukum dan lingkungannya 
terdapat hubungan yang erat  yaitu hubungan interaksi atau saling tukar 
menukar antara keduanya. Hal ini berarti bahwa disamping hukum 
merupakan suatu institusi normatif yang memberikan pengaruh terhadap 
lingkungannya, ia juga menerima pengaruh dampak dari lingkungan 
tersebut (Satjipto Raharjo, 1982: 2000). 
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Pendapat umum di kalangan para ahli hukum adat menyatakan 
betapa besar dan pentingnya peranan pengadilan sebagai penemu dan 
perumus kaidah hukum adat disamping sebagai penyempurnaan hukum 
adat, Namun dalam hal terdapat pertentangan antara undang-undang dan 
hukum adat hendaknya hakim memutuskan berdasarkan undang-undang 
dengan bijaksana (Abdurrahman,1978: 128)  
b. Hukum Tertulis 
Pembentukan hukum tertulis atau sering disebut dengan pembuatan 
hukum, pada dasarnya dimulai dari adanya suatu gagasan dalam bentuk 
keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum. Gagasan ini pada tahap 
awal akan dibicarakan oleh orang-orang yang berkompeten, sehingga 
menjadi ide yang tajam (articulated), yang selanjutnya dirumuskan 
dalam bahasa hukum sesuai sistem hukum yang ada sebagai bahan 
kaidah hukum. Langkah berikutnya dalam pembentukan hukum adalah 
penyusunan bahan kaidah hukum menjadi rumusan hukum melalui 
mekanisme formil yang berlaku dan  diundangkannya. Proses ini secara 
kronologis tersusun dalam tiga tahapan yaitu tahap inisiasi, sosio-politis 
dan tahap yuridis (Satjipto Rahardjo, 2000:177-178). 
Rumusan kaidah hukum yang dihasilkan tersebut akan diproses oleh 
lembaga negara yang memiliki kewenangan menetapkan peraturan 
sesuai struktur dan organisasi pembentukan hukum menurut sistem 
ketatanegaraan yang ada sehingga menjadi keputusan dengan bentuk 
tertentu dan memiliki kekuatan sebagai peraturan hukum. Struktur dan 
organisasi pembentukan hukum suatu negara pada umumnya didasarkan 
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pada pembagian kekuasaan yang terdiri dari legeslatif, eksekutif dan 
yudikatif.  
Doktrin awal dari ide pembagian kekuasaan ini menghendaki agar 
masing-masing lembaga kekuasaan yang ada memiliki otonomi secara 
tersendiri agar lembaga yang satu tidak saling dipengaruhi atau tunduk 
pada yang lain. Konsep ini dikenal sebagai trias politica yang 
dikembangkan oleh Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2000 :179). Dalam 
ajaran trias politica kewenangan pembentukan hukum suatu negara 
hanya ada pada lembaga legeslatif saja, namun dalam prakteknya tidak 
berlaku secara mutlak karena adakalanya hukum ditetapkan oleh 
lembaga lain diluar lembaga legislatif. Hal ini tergantung pada sistem 
ketatanegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, terutama dalam hal 
pengaturan sistem perundang-undangan dan mekanisme pembuatannya. 
Menurut Satjipto Raharjo, hukum tertulis yang dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan memang lebih menjamin kepastian 
hukum, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga 
yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat 
terhadap perubahan sekelilingnya, karena sifatnya yang statis dan beku. 
Dan hal tersebut mengakibatkan sering terlontar pameo yang berbunyi “ 
het recht hinkt achter de feiten aan”  yang artinya hukum ketinggalan 
dengan peristiwa yang diaturnya. Peristiwa atau kepentingan manusia 
sudah berkembang jauh, tetapi hukumnya masih itu juga. Peraturan 
perundang-undangan pada hakekatnya tidak menciptakan hukum, 
setidak-tidaknya bukan hukum in concreto, tetapi hanya sekedar rencana 
 xxix  
suatu tata hukum yang dikehendaki dikemudian hari (Sudikno 
Mertokusumo,1980 :4).  
Penerapan hukum tertulis harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan 
(penguasa) yang secara resmi dikehendaki oleh masyarakat melalui 
mekanisme sesuai ketatanegaraan yang berlaku, disamping itu 
mekanisme yang ditempuh untuk menetapkan hukum juga harus 
mengikuti tata aturan yang telah disepakati sebagai pedoman dalam 
kehidupan bernegara. Didasarkan pada keadaan tersebut, maka 
masyarakat harus mematuhi atau melaksanakan hukum sebagai kaidah 
yang dihasilkan dari institusionalisasi kepentingan masyarakat itu 
sendiri, artinya kepentingan yang ada dan dinilai diperlukan masyarakat 
akan ditindaklanjuti dengan melakukan proses sesuai mekanisme 
ketatanegaraan hingga akhirnya oleh institusi yang berwenang ditetapkan 
sebagai suatu produk yang sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat 
sebagai suatu aturan hukum. Dalam hal ini terdapat proses kepentingan 
masyarakat menjadi suatu aturan hukum. Dengan demikian terdapat 
proses kepentingan masyarakat menjadi suatu perangkat atau lembaga 
hukum oleh institusi yang berwenang sehingga sering pula disebut 
dengan institusionalisas (Satjipto Raharjo,             2000 :175). 
Pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan negara 
akan menyebabkan timbulnya tindakan dari aparatur penegak hukum 
negara untuk mengadakan upaya law enforcement atau penerapan hukum 
termasuk pemberian sanksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan 
(Satjipto Rahardjo, 2000 :184). Penegakan hukum oleh negara sebagai 
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landasan berlakunya hukum harus memperhatikan situasi kebutuhan 
masyarakat. Hal ini karena hukum itu merupakan sarana untuk 
memenuhi kepentingan masyarakat sehingga apabila kaidah hukum yang 
ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hanya akan 
menjadi rumusan undang-undang sebagai peraturan tertulis saja, dan 
masyarakat tidak akan melaksanankan sebagaimana ditentukan didalam 
peraturan karena kaidah hukum tidak dapat memenuhi kepentingannya 
termasuk sebagai kebutuhan masyarakat adalah tercapainya keadilan. 
Keadilan ini berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan 
zamannya, sehingga adakalanya hukum dituntut untuk berubah. 
 Keadilan menurut Plato adalah apabila seorang itu menjalankan 
pekerjaannnya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada 
padanya. Sedangkan Aristoteles mengemukan keadilan ada 2 macam 
yaitu pertama, keadilan distributif yaitu menenyangkut soal pembagian 
barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai 
dengan tempatnya dalam masyarakat. Disini dikehendaki agar orang-
orang mempunyai kedudukan dan perlakukan yang sama dihadapan 
hukum. Kedua, keadilan korektif yaitu dalam menjalankan hukum harus 
mempunyai suatu standar yang umum untuk memperbaiki yang telah 
dilakukan oleh kejahatan atau kesalahan perdata dengan ganti rugi untuk 
mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara salah. Standar 
tersebut harus diterapkan tanpa melihat orang dan untuk semuanya 
tunduk kepada standar yang obyektif (Satjipto Raharjo, 1982: 229). 
c. Hukum Peradilan 
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Penegakan kebenaran dan keadilan dari suatu undang undang 
dilakukan oleh peradilan melalui hakim yang memutus suatu perkara. 
Menurut Sudikno Mertokusumo, Hakim mempunyai kebebasan untuk 
menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan Apa yang diputus hakim 
adalah hukum serta harus dianggap benar (res judicata pro veritate 
habetur). Kalau diperhatikan  putusan hakim lebih kuat dari undang-
undang dalam 2 (dua) hal yaitu bahwa hakim menetapkan dalam tingkat 
terakhir secara konkrit apa hukumnya dan bahwa putusan yang 
bertentangan undang-undang sekalipun mempunyai kekuatan hukum. 
Tidak mengherankan kalau sementara sarjana hukum antara lain 
Kortenhorst berpendapat bahwa hakimlah yang menjadikan tata hukum 
itu kekuatan yang nyata yang menguasai kehendak perorangan.  
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan oleh 
undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara atau 
sengketa berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang 
Pengadilan. Jika hal ini dihubungkan dengan asas "the independent of 
judiciary”  (M. Yahya Harahap, 1997: 80), maka: 
1) Peradilan harus menjamin fair trial dan just trial. 
2) Peradilan harus memberi putusan yang baik (The right dicision) 
3) Peradilan harus menjatuhkan putusan yang merefleksikan 
"kepatuhan" 
Hakim yang telah memeriksa suatu perkara maka untuk 
mengakhiri perkara atau sengketa tersebut, hakim harus membuat suatu 
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putusan. Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh 
hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, 
diucapkan pada persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dengan 
kata lain putusan hakim adalah kesimpulan akhir dari hakim yang diberi 
wewenang oleh Undang-undang untuk mengakhiri dan menyelesaikan 
suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya (Sudikno 
Mertokusumo, 1988: 83). Sedangkan menurut Sardjono, putusan 
merupakan suatu pertanggungjawaban dari hakim mengenai alasan-
alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan 
negara. Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut harus 
merupakan suatu keseluruhan yang lengkap, tersusun sistematis dan satu 
sama lain mempunyai hubungan yang logis, tidak ada pertentangan 
antara pertimbangan putusan dan diktumnya. Dan memberikan gambaran 
bahwa kepada kedua pihak diberi kesempatan yang sama untuk membela 
kepentingannya dengan memberikan kesempatan mengajukan bukti-
bukti (Abdullah Sani, 1975: 40). 
Penyelesaian suatu perkara yang setepat-tepatnya hakim harus 
terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara 
sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori 
menentukan putusannya. Dengan kata lain hakim harus 
mempertimbangkan fakta peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan 
hukum hanyalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah 
peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun 
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sudah ada peraturannya justru lain penyelesaiannya (Sudikno 
Mertokusumo, 2002: 191). 
Pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. 
Pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau 
kesimpulan hukum dari hakim yang  memeriksa perkara. Pertimbangan 
hakim harus dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan ketentuan 
pembuktian yang meliputi  (M. Yahya Harahap, 1997: 82): 
1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi 
syarat formil dan materiil. 
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian. 
3. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti. 
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. 
Analisis hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut 
bertitik tolak dari pertimbangan melakukan argumentasi yang obyektif 
dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau 
dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari 
hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya dalam 
pertimbangan tentang apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti 
dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan 
penyelesaian sengketa yang akan dituangkan dalam diktum putusan. 
 Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi rasa aman, 
nyaman, kedamaian dan keadilan bagi para pihak dan tidak 
menimbulkan permusuhan (M. Yahya Harahap, 1997: 85). Adapun 
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upaya menciptakan putusan yang baik harus memenuhi elemen-elemen  
yaitu antara lain : 
a) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang 
terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. 
Pertimbangan ini dapat meliputi pertimbangan tentang duduknya 
perkara dan pertimbangan tentang hukumnya, juga pertimbangan 
fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. 
b) Alasan hukum yang menjadi dasar dari putusan, harus dicantumkan 
argumen yuridis sehubungan dengan perkara yang diperiksa  
(W.Irawan Tjandra, 2002 : 123) 
Selain dua hal tersebut diatas untuk menciptakan putusan yang 
baik perlu diperhatikan pula adanya kebebasan hakim dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. 
Dikaitkan dengan bahasan teori hukum sebagai suatu ilmu yang 
tersistemasi maka sistematika hukum akan berkaitan dengan subyek 
hukum, perbuatan hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, badan hukum 
yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan tehnis. Dimana dalam 
hal ini teori hukum boleh disebut juga sebagai kelanjutan  mempelajari 
hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita 
merekontruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Adapun tugas 
teori hukum menurut Radbruch adalah membikin jelas nilai-nilai serta 
postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang 
tertinggi. 
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Membahas sejarah perkembangan kebebasan hakim terdapat 3 
(tiga) teori yang berkaitan dengan hal ini yaitu : 
a) Teori Deklarasi Hukum. 
  Teori ini mengajarkan paham Supremasi Legeslatif sesuai 
dengan sistem Trias poilitica berdasarkan Separation of Power yang 
menggariskan beberapa patokan yang tidak memberi kebebasan 
kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial 
power).  
   Dalam hal ini hanya parlemen yang berwenang menetapkan 
semua kebijaksanaan negara dan pemerintah, dimana setiap 
perubahan hukum hanya dapat dilakukan melalui jalur formil dalam 
bentuk kodifikasi atau amandemen. Disini hukum yang diciptakan 
oleh Parlemen berada diatas segalanya, oleh karena itu apa dan 
bagaimana suatu undang-undang tidak boleh diusik dan 
dipertanyakan oleh hakim pada saat menerapkannya dalam kasus 
konkreto.  
 Ajaran ini meletakan tempat dan kewenangan hakim hanya 
sebagai corong atau terompet Undang-undang. Dalam hal yang 
seperti ini hakim tidak memiliki kebebasan. Hakim dijadikan 
sebagai mahkluk yang tidak bernyawa. 
b) Teori Hakim sebagai pembuat Hukum. 
   Teori ini mengajarkan Hakim sebagai pembuat hukum 
(Judge Made Law), dimana ada beberapa alasan kuat yang 
mendasari ajaran ini yaitu yang terpenting adalah Undang-undang 
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yang dibuat dan diundangkan langsung menjadi konservatif atau 
dengan kata lain menjadi huruf mati, statis dan reaktif berhadapan 
dengan perubahan sosial yang tidak mengenal berhenti, tidak ada 
undang-undang yang sempurna antara lain: adakalanya ketentuan 
dalam Undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak 
karena tidak dapat dipahami sehingga tidak memberi kepastian 
hukum. 
        Menghadapi kondisi undang-undang tersebut, maka sudah 
pada tempatnya apabila hakim tidak berdiam diri dan wajar bila 
diberi kebebasan kepada hakim untuk mencari dan menemukan 
hakekat makna yang sebenarnya, dengan cara melakukan penafsiran 
dan penyesuaian dengan kondisi perkembangan sosial. Apalagi jika 
belum ada presedent, sangat layak memberi kebebasan kepada 
hakim agar hukum yang diterapkan sesuai dengan hukum yang 
hidup dalam masyarakat.           
c) Teori adil tidaknya Undang-undang berada dipundak Hakim. 
    Teori ini mengajarkan adil tidaknya suatu undang-undang 
sepenuhnya menjadi penilaian hakim. Hal ini dikarenakan setelah 
diundangkan, maka selesai sudah tugas dan tanggung jawab 
legeslatif serta tidak berurusan lagi apakah ketentuan undang-
undang itu adil atau tidak sebab sejak diundangkan tanggung jawab 
penerapannya beralih kepada hakim. 
   Dalam hal demikian, maka adil tidaknya suatu undang-undang 
sepenuhnya menjadi penilaian hakim. Oleh karena itu sangat 
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penting, jika hakim menerapkan ketentuan undang-undang yang 
dipandang tidak adil dan tidak membawa kemaslahatan dan 
ketentraman kepada masyarakat sesuai dengan keadilan dengan cara 
memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai dalam penerapan 
concreto (Dirjen Badilumtun, 1995: 18-23). 
Berkaitan sejarah kebebasan hakim tersebut ada tiga fungsi 
hakim yaitu (Bagir Manan, 2007:  5): 
1) Menerapkan hukum apa adanya (rechtstoepassing), 
 Menempelkan atau memberikan tempat suatu peristiwa dengan 
ketentuan-ketentuan yang ada. Rechtstoepassing tidak selalu 
harus dipandang sebagai suatu kelemahan atau kekeliruan karena 
apabila suatu peristiwa telah diatur secara jelas dalam suatu 
kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tersebut tanpa 
melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini hakim semata-
mata bertindak sebagai mulut (corong) undang-undang.   
2) Hakim sebagai penemu hukum (rechtsvinding),  
 Apabila suatu peristiwa hukum tidak diatur jelas dalam suatu 
kaidah hukum, maka hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa 
rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat 
diputus sebagaimana mestinya. Jadi hakim wajib menemukan 
hukum (rechtsvinding/ legal finding)  yang artinya adalah 
menterjemahkan atau memberi makna  agar suatu aturan hukum 
dapat secara faktual sesuai dengan peristiwa konkret yang terjadi. 
Adapun bentuk penemuan hukum selain dalam ketentuan 
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undang-undang atau peraturan perundangan yang ada, putusan 
hukum yang terdahulu dan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Hal ini  menurut Bagir Manan didorong oleh beberapa 
faktor    yaitu : 
(1) Hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya 
terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Ketentuan undang-undang atau peraturan perundangan-
undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain 
yang memerlukan ”pilihan” agar dapat diterapkan secara tepat, 
benar dan adil. 
(3) Akibat dinamika masyarakat  terjadi berbagai peristiwa hukum 
baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Tidak pernah didapati konsep atau teori tunggal dalam 
memutus suatu peristiwa hukum. Putusan hakim akan selalu 
mengandung perpaduan berbagai konsep atau teori hukum 
untuk menemukan putusan yang memuaskan.  
(5) Hal ini  dikarenakan hakim dilarang menolak memeriksa dan 
memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum 
kurang jelas (Bagir Manan, 2007:   ). 
3) Hakim sebagai pencipta hukum. 
Beberapa persoalan penting yang harus menjadi pegangan 
hakim dalam menciptakan hukum yaitu antara lain : 
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(1) Penciptaan hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan 
hakim. Oleh karena itu sebagai dasar pertama menciptakan 
hukum oleh hakim harus ada kasus konkrit atau perkara 
konkrit. Dengan kata lain menciptakan hukum oleh hakim 
adalah bagian dari upaya memecahkan secara tepat dan benar 
suatu kasus hukum. Karena itu pada dasarnya menciptakan 
hukum oleh hakim bersifat individual bukan bersifat umum 
seperti penciptaan undang-undangatau peraturaan perundang-
undangan. Hukum ciptaan hakim akan menjadi peraturan 
umum setelah atau apabila diterima sebagai yurisprudensi 
tetap (vaste yurisprudentie). 
(2) Memastikan bahwa tidak ada hukum yang mengatur kasus 
konkrit yang bersangkutan. Kalaupun ada tidak dapat 
dipergunakan lagi karena sudah ketinggalan atau bertentangan 
dengan kebutuhan baru atau kenyataan baru, sehingga 
penggunaan instrumen penemuan hukum tidak akan 
memuaskan. Ukuran untuk menciptakan hukum dilakukan 
dengan dua cara yaitu normatif dan sosiologis. Ukuran 
normatif terpenting adalah ukuran konstitusional, baik yang 
berupa kaidah maupun asas-asas atau cita dalam kenegaraan 
(staatsidee) dalam konstitusi. Ukuran konstitusional ini, 
sekaligus menunjukkan betapa penting setiap hakim 
menguasai hukum dan teori hukum konstitusi terutama UUD 
yang merupakan sumber normatif tertinggi sisitem hukum 
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setiap negara yang harus selalu menjadi acuan utama 
penerapan atau penegakkan hukum. Adapun secara 
sosiologis, ketiadaan aturan hukum antara lain apabila 
penerapan hukum yang ada akan bertentangan dengan rasa 
keadilan atau menimbulkan pertentangan dengan ketertiban 
umum. 
(3) Penciptaan hukum semata-mata diukur dari kepentingan 
pencari keadilan, sedangkan kepentingan sosial dianggap 
sebagai dampak belaka dari putusan yang bersangkutan. Hal 
ini perlu penekanan karena kepentingan pencari keadilan 
tidak selalu pararel dengan suatu kepentingan sosial, bahkan 
mungkin bertentangan dengan kepentingan sosial. Tidak 
dibenarkan suatu putusan hakim mengesampingkan 
kepentingan pencari keadilan demi suatu kepentingan sosial. 
Dimana kepentingan sosial beraneka ragam seperti 
mendorong rasa takut melakukan suatu perbuatan atau 
melanggar hukum, mendorong peningkatan mutu kesusilaan 
dan moral anggota masyarakat atau mendorong suatu 
pembaharuan atau perubahan masyarakat.  
Secara umum format suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian 
yaitu : 
1) Kepala putusan yang berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa". 
2) ldentitas pihak atau para pihak. 
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3) Pertimbangan yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau 
peristiwanya dan pertimbangan hukumnya. 
4) Amar atau diktum. 
Dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 196 (1) Rbg membedakan 
antara putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela merupakan putusan 
yang berkaitan dengan adanya eksepsi atau tangkisan salah satu pihak yang 
berpekara maupun menyangkut kewenangan mengadili dan belum 
memasuki materi pokok perkara, sedangkan putusan akhir merupakan 
putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkatan peradilan 
tertentu.  
Adapun produk dari kinerja hakim (dalam perkara perdata) adalah 
berupa putusan (Vonis) atau penetapan (beschiking). Putusan berawal 
karena ada persengketaan antara para pihak (contentious), sedangkan 
penetapan adalah karena adanya permohonan oleh satu pihak (Voluntaire) 
Hukum selalu berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 
begitu cepat di dalam masyarakat, sehingga memberi pengaruh pula pada 
bekerjanya hukum dalam masyarakat terutama hukum peradilan. 
Sedangkan menurut Radbruch hukum  itu mengandung tiga nilai-nilai dasar 
yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Hal ini merupakan 
konsekuensi hukum yang baik. Namun sekalipun ketiga-tiganya merupakan 
nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu 
spannungsverhaltnes yaitu suatu ketegangan satu sama lain.  Hal ini 
dikarenakan ketiga-tiganya berisi tuntutan yang saling bertentangan. 
Apabila kita ambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia 
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segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping karena 
yang utama  bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, dan 
apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai keguanaan bagi 
masyarakatnya adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan 
adanya nilai-nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian kita 
mengenai keabsahan hukum pun bisa bermacam-macam yaitu secara 
filsafati, sosiologis, dan yuridis ( Satjipto Raharjo, 1982 : 21). 
Bentuk hukum yang aktual sekarang ini adalah hukum yang 
mempunyai arti yuridis yang ditentukan oleh pemerintah suatu negara 
yakni suatu Undang-undang. Karena dalam kenyataan peraturan-peraturan 
yang berlaku pada lembaga yang bukan negara membutuhkan peneguhan 
dari pihak negara supaya dapat berlaku secara yuridis. Begitu pula hukum 
adat yang hanya dipandang sebagai hukum yang berlaku secara efektif bila 
telah disahkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. 
Peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam 
bermasyarakat dan bernegara adalah hukum. Dimana dalam masyarakat ada 
berbagai jenis hukum, dan Hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut 
Hans Kelsen yang merupakan penganut Ajaran Hukum Murni harus 
dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, 
politis dan sebagainya (Lili Rasjidi: 1982, 39). Sehingga bagi Hans Kelsen 
hukum terlepas dari kenyataan sosial yang wajib ditaati sebagaimana 
seharusnya. 
  Ajaran Hans Kelsen yang lain adalah Stufenbautheori dimana 
sistem hukum adalah merupakan suatu hierarki daripada hukum yang 
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bersumber pada ketentuan hukum yang lebih tinggi. Di Indonesia hal ini 
tercermin dalam jenis dan hirarki peraturan perundangan yang tertuang 
dalam Undang-undang Nomor : 10 tahun 2004, Pasal 7,  yaitu  
berdasarkan:  
a) Undang-undang Dasar 1945 
b) Undang-Undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang   
(Perpu) 
c)  Peraturan Pemerintah. 
d) Peraturan Presiden. 
e) Peraturan Daerah.  
Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 memberi 
kebebasan hakim untuk menggali nilai-nilai dari norma yang hidup dalam 
masyarakat. Dari pasal tersebut terkandung makna yang jelas bahwasannya 
hakim tidak harus melulu sebagai corong undang-undang untuk memenuhi 
rasa keadilan, namun demikian hakim juga harus melihat peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan tingkatannya untuk memenuhi 
kepastian hukum sebagaimana tersirat dalam asas “lex specialist derogat 
legi generalis” yang artinya peraturan yang khusus mengesampingkan 
peraturan yang bersifat umum. Disamping itu asas “lex superior derogat 
legi inferior” artinya peraturan yang rendah tidak bisa mengesampingkan 
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Aliran Sociological Jurisprudence inti pemikirannya adalah Hukum 
yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam 
masyarakat (Lili Rasjidi: 1982, 42) yang tercermin dalam nilai-nilai yang 
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hidup dalam masyarakat. Sehingga yang dipelajari adalah pengaruh timbal 
balik antara hukum dan masyarakat yang merupakan Living Law. 
Aliran pragmatical legal realism menekankan gerakkan cara 
berpikir dan  cara bekerja hukum yaitu dengan adanya suatu konsep hukum 
yang berubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan mencapai tujuan 
sosial maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun 
hasilnya, karena keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada 
hukum (Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001: 44). Menurut kaum realis tentang 
konsepsi proses peradilan yaitu hakim lebih layak untuk disebut sebagai 
membuat hukum daripada menemukannya. Hakim harus selalu melakukan 
pilihan, azas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang 
dimenangkan. 
    3. Asas-asas hukum 
Tatanan hukum memiliki beberapa asas sebagai pedoman 
pembentukan atau penyusunan, penerapan atau pelaksanaan, dan penegakan 
hukum. Menurut Scholten asas hukum adalah kecenderungan-
kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada 
hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai 
pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. (Lili 
Rasjidi:1934 : 84). Asas hukum mempunyai dua landasan, pertama asas 
hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai 
yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil 
dan idiil hukum itu merupakan fungsi asas hukum.  
Asas-asas didalam hukum meliputi : 
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a) Hukum dalam arti undang-undang atau hukum positif tidak berlaku 
surut. 
b) Hukum yang dibuat oleh lembaga atau penguasa yang lebih tinggi, maka 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 
c) Hukum khusus mengesampingkan hukum umum. 
d) Hukum yang berlaku kemudian mengalahkan hukum yang terdahulu. 
e) Hukum sebagai sarana kesejahteraan sosial, ditetapkan melalui 
pelestarian dan pembaharuan. 
      4. Penafsiran Hukum 
Penafsiran atau interprestasi hukum adalah mencari dan menetapkan 
pengertian atas dalil-dalil yang tercantum didalam undang-undang sesuai 
yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dalam melakukan penafsiran 
hukum dapat dipergunakan beberapa metode yang ada dalam ilmu hukum 
yaitu : 
a) Penafsiran Gramatikal atau metode obyektif yaitu penafsiran menurut 
kata-kata atau tata bahasa dengan menggunakan kamus atau penjelasan 
ahli bahasa. 
b) Penafsiran historis atau sejarah yaitu penafsiran undang-undang dengan 
memperhatikan asal-usul pembentukan dan riwayat proses 
pembentukannya. 
c) Penafsiran sistematis, yaitu menafsiran undang-undang dengan cara 
mengkaitkan ketentuan dalam satu pasal dengan pasal lainnya. 
d) Penafsiran sosiologis yaitu penafsiran dengan memperhatikan 
kesesuaian pada keadaan masyarakat. 
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e) Penafsiran otentik yaitu penafsiran secra resmi dilakukan oleh pembuat 
undang-undang sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
f) Penafsiran komparatif atau perbandingan yaitu melakukan penafsiran 
hukum secara membandingkan antara undang-undang yang ada dengan 
undang-undang yang lama, undang-undang nasional dengan undang-
undang asing. 
g) Penafsiran ekstensif atau analogi yaitu menafsirkan undang-undang 
dengan memperluas pengertian. 
h) Penyempitan Hukum atau rechtsverfijning yaitu mempersempit 
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum supaya dapat 
diterapkan dalam suatu peristiwa tertentu. 
i) Penafsiran a contrario yaitu cara menafsirkan undang-undang yang 
didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan 
soal yang diatur dalam undang-undang. 
 
B. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum. 
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum. 
Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di sini adalah sebagai 
perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan, sebab untuk perbuatan 
melawan hukum dapat diartikan pula dalam bidang pidana atau ada yang 
menyebut tindak pidana atau perbuatan pidana, begitu pula perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa yang dalam hal ini pemerintah suatu negara 
atau disebut onrechmatige overheidsdaad mempunyai arti, konotasi dan 
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pengaturan hukum yang berbeda sama sekali (Munir Fuady, 2005: 1). 
Prinsipnya tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum kemudian dikenal 
dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti 
apa yang disebut dalam peribahasa latin yaitu juris praecepta sunt haec, 
honesty vivere, alterum non laedere,suum cuique trbuere (Semboyan hukum 
adalah hidup secara jujur tidak merugikan orang lain dan memberikan orang 
lain haknya) (Munir Fuady, 2005: 2) 
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan 
melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum 
yaitu sebagai berikut:  
a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; 
b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 
maupun kelalaian); 
c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 
Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai 
pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran 
undang-undang yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 di Negeri Belanda 
tepatnya sejak adanya putusan Arrest Hoge Raad 1919 perkara antara 
Lindenbaum Cohen, yang telah mengartikan pengertian “melawan hukum” 
bukan hanya pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, 
melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau 
kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sehingga perbuatan melawan 
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hukum diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-
perbuatan sebagai berikut: 
a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; 
b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; 
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;  
d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam 
pergaulan masyarakat yang baik. 
Sehingga perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas  yakni 
mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Munir Fuady, 
2005: 6): 
a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain 
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op 
eens anders recht) termasuk salah satu untuk perbuatan yang dilarang 
oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah 
hak-hak seseorang diakui oleh hukum, termasuk tidak terbatas pada 
hak-hak sebagai berikut : 
1) Hak-hak pribadi (personalijkheidsrechten). 
2) Hak-hak kekayaan (vermogensrecht). 
3) Hak atas Kebebasan. 
4) Hak atas Kehormatan dan Nama Baik. 
Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) tentang perbuatan 
melawan hukum yang menyangkut dengan perbuatan yang melanggar 
hak orang lain, antara lain adalah putusan Hoge Raad tanggal 10 Maret 
1972 (MA. Moegni Djojodirjo, 1982: 38). Putusan ini 
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mempertimbangkan akibat negatif dari tindakan seseorang sedemikian 
besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan 
hukum, persoalan dari kasus ini adalah apakah termasuk dalam 
perbuatan melawan hukum terhadap tindakan penutupan tempat berair 
dengan sampah kota oleh Vermeulen dekat pertamanan dari pihak 
Lekkerkerker di Mastwijkerplas, yang menyebabkan datangnya burung-
burung perusak dalam jumlah besar sehingga merusak pertamanan 
tersebut, oleh Hoge Raad memutus bahwa tindakan Vermeulen tersebut 
merupakan perbuatan melawan hukum, dengan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut : 
1) Mempertimbangkan sifat dan tempat perbuatan tersebut. 
2) Besarnya kerugian yang diderita. 
3) Tidak ada alasan pemaaf. 
4) Meskipun tergugat telah berusaha mencegah kedatangan burung-
burung tersebut, tetapi tidak berhasil mencegahnya. 
Hoge Raad  memutus bahwa pihak tergugat telah melanggar hak milik 
orang lain, sehingga karenanya merupakan suatu perbuatan melawan 
hukum. Putusan Hoge Raad  tanggal 10 Maret 1972 tersebut merupakan 
salah satu dari banyak putusan Hoge Raad dibidang  tindakan gangguan 
(hinder, nuisance) atau merusak lingkungan, termasuk  masalah suara 
bising yang umumnya menganggap tindakan gangguan atau merusak 
lingkungan seperti itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena 
tindakan tersebut menyebabkan pihak lain berkurang kenikmatan atas 
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benda seseorang, sehingga berkurang pula nilai (harga) dari benda 
tersebut. 
b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri 
Termasuk kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan 
tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (rectsplicht) ini, yang 
dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum 
terhadap seseorang, baik hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan 
juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang 
(wettlijk recht), karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan 
melawan hukum adalah onrechtmatige daad,  bukan onwetmatige daad. 
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan 
Tindakan yang melanggar kesusilaan oleh masyarakat telah 
diakui sebagai hukum yang tidak tertulis juga dianggap sebagai 
perbuatan melawan hukum. Ketika tindakan melanggar kesusilaan 
tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang 
menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas 
perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam Putusan 
terkenal Lindenbaum v. Cohen tahun 1919, Hoge Raad menganggap 
tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap 
sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat 
digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. 
d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan 
dalam pergaulan masyarakat yang baik. 
 li  
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau 
keharusan dalam pergaulan yang baik ini atau yang disebut dengan 
istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan 
hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang 
lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin 
masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena 
tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau 
keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan masyarakat tersebut 
tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat bersangkutan. 
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum 
Pasal 1365 KUHPerd telah meyatakan suatu perbuatan melawan hukum 
setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Munir Fuady, 2005: 
10)  
a) Adanya suatu perbuatan 
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari    
sipelakunya.  Umumnya   diterima   anggapan    bahwa    dengan 
perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) 
maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat 
sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, 
kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga 
kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu, terhadap 
perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata 
sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” 
sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.  
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b)  Perbuatan tersebut melawan hukum 
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak 
tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-
luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut : (Munir Fuady, 2005: 
11) 
1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 
2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau  
3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 
atau 
4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden), atau 
5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain 
(indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk 
verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed) 
c )  Adanya kesalahan dari pihak pelaku 
Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan 
Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar 
pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) 
dalam melaksanakan perbuatannya tersebut. Karena itu, tanggung jawab 
tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab 
berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jika dalam hal tertentu 
diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), 
hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi 
didasarkan pada undang-undang lain. Karena dalam Pasal 1365 KUH 
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Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu 
perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah 
cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh 
hukum mengandung unsur kesalahan sehigga dapat dimintakan 
tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : (Munir Fuady, 2005: 11) 
1) Ada unsur kesengajaan 
2) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) dan 
3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht 
vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, 
tidak waras dan lain-lain. 
Timbul pertanyaan yakni perlu atau tidaknya dipersyaratkan dalam unsur “kesalahan” disamping unsur 
“melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut 
berkembang 3 (tiga) aliran berikut : (Munir Fuady, 2005: 12) 
a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja. 
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum 
terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di 
dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap 
suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini 
dianut misalnya oleh Van Oven. 
b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja. 
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah 
mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, 
sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap 
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suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini 
dianut misalnya oleh Van Goudever. 
c. Aliran yang menyatakan diperlukan baik unsur melawan hukum 
maupun unsur kesalahan. 
Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum 
mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan 
sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu 
mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya 
oleh Meyers. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan 
melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun 
“kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai 
suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap ideal, yakni sikap 
yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang 
demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut 
dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (reasonable man). 
d) Adanya kerugian bagi korban 
Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat 
agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. 
Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai 
kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep krugian 
immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang. (Munir Fuady, 2005: 
13). 
e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 
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Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan 
kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan 
melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam 
teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. 
Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah 
merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. 
Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat 
merupakan penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat 
merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak 
akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang 
perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan 
hukum mengenai “but for” atau “sine qua non”. Von Buri adalah salah 
satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran 
akibat faktual ini. Agar lebih praktis dan tercapai elemen kepastian 
hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep ”sebab 
kira-kira” (proximate cause) yang merupakan bagian yang paling 
membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam 
hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk 
penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah ilegal cause atau dengan 
berbagai penyebutan lainnya. (Munir Fuady, 2005: 14) 
3. Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum 
a) Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Sempit 
  Penafsiran perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) 
dalam arti sempit yaitu kalau ada pelanggaran terhadap hak subjektif 
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seseorang dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban umum si 
pelaku. Hak subjektif yang dimaksudkan adalah hak subjektif seseorang 
yang diberikan oleh undang-undang, dengan mengecualikan semua orang 
lain. Apabila memperhatikan “kata yang diberikan oleh undang-undang”, 
yang berarti hak tersebut harus diatur dalam undang-undang (J. Satrio, 
1993: 149). Pada dasarnya perbuatan (tindakan) melawan hukum harus 
berupa tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur dalam undang-
undang   (wettelijk   subjektiefrecht)   atau  bertentangan  dengan  
kewajiban hukum pelaku yang ditentukan dalam undang-undang dengan 
begitu maka onrechtmatig sama dengan onwetmatig (J. Satrio, 1993: 
150). 
b) Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti yang Luas 
  Onrechtmatige daad tidak hanya diartikan sebagai perbuatan 
melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban si 
pelaku, yang diatur oleh undang-undang, tetapi meliputi pula tindakan 
atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang tak tertulis, 
yaitu kesusilaan dan kepatutan/kepantasan dalam memperhatikan 
kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat. 
Perumusan yang dianggap onrechtmatige daad, adalah dua perilaku 
pertama syarat-syarat untuk adanya perbuatan melawan hukum menurut 
paham arti yang sempit, sedang dua perilaku terakhir adalah kesusilaan 
dan kepatutan atau kepantasan. Keempat perilaku tadi dianggap sebagai 
tindakan melawan hukum, untuk selanjutnya disebut perilaku perbuatan 
melawan hukum adalah : 
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1. Perilaku yang melanggar hak orang lain. 
2. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 
3. Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan. 
4. Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan 
kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup (J. 
Satrio, 1993: 165). 
Keempat perilaku tersebut merupakan syarat alternatif, artinya 
kalau terjadi suatu perilaku yang memenuhi salah satu unsur dari keempat 
peristiwa onrechtmatige daad yang telah disebutkan sudah cukup untuk 
merumuskan adanya onrechtmatige daad, sehingga unsur perilaku 
perbuatan yang melawan hukum adalah perilaku yang melanggar hak 
subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, 
bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam memperhatikan 
kepentingan diri dan benda milik orang lain dalam pergaulan hidup (J. 
Satrio, 1993: 165) 
Perumusan luas onrechtmatige daad maka daad (perbuatan) barulah 
merupakan perbuatan melawan hukum, kalau  (Moegni Djojodirjo, 1982: 
35): 
1) Bertentangan dengan hak orang lain 
Bertentangan dengan hak orang lain yang dimaksud adalah 
bertentangan dengan subjektief recht orang lain. Subjektief recht 
adalah kewenangan yang berasal dari sesuatu kaidah hukum. Sifat 
hakekat daripada subjektief recht adalah bahwa istilah tersebut berarti 
kewenangan yang berasal dari sesuatu kaidah hukum. Sifat daripada 
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subjektief recht menurut Meyers adalah wewenang khusus yang 
diberikan hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi 
kepentingannya. Kebanyakan penulis tidak memberikan makna yang 
luas pada pengertian subjektief recht selain perbuatan melawan 
hukum. Hak-hak yang paling penting, yang diakui yurisprudensi 
adalah hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), seperti hak atas 
kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan 
(vermogensrechten). Yang terutama penting dari  vermogensrecht 
tersebut adalah hak-hak kebendaan dan lain-lain absolut, karena 
pelanggaran atas hak kekayaan pribadi (persoonlijke 
vermogensrechten), yakni hak-hak menuntut (vorderingsrecht), hak-
hak relatif kebanyakan menimbulkan wanprestasi, yang akibatnya 
diatur tersendiri dalam undang-undang. Adapun istilah recht dalam 
dalam rumusan inbreuk op eens anders recht (pelanggaran atas hak 
orang lain) melulu diartikan sebagai hak absolut (absolut recht) 
(Moegni Djojodirjo, 1982: 36). 
Rutten menyatakan bahwa sebagai patokan harus digunakan 
bahwasanya menurut kriterium inbreuk op eens anders recht pada 
umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai 
perbuatan melawan hukum, bilamana pelanggarannya secara langsung 
dapat timbul. Scholten berulangkali menyatakan bahwa pelanggaran 
subjektief recht bukan merupakan pelanggaran culpoos, melainkan 
hanyalah dapat dilakukan dengan sengaja. Pendapat tersebut tidak 
dianut oleh Hoge Raad, demikian pula dengan Rutten pendapat 
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tersebut tidak benar. Hanyalah norma-norma, dalam mana 
kesengajaan merupakan unsur essensial dapat dilakukan dengan 
kesengajaan. Kebanyakan norma-norma bersifat umum yang 
karenanya dapat dilanggar baik dengan sengaja maupun karena 
kealpaan (Moegni Djojodirjo, 1982: 37). 
2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri 
Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban 
hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan 
dengan ketentuan undang-undang. Sesuatu perbuatan adalah melawan 
hukum, bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban 
hukum (rechtsplicht) si pelaku. Menurut Rutten maka dengan 
perbuatan atau melalaikan sesuatu, yang bertentangan dengan 
kewajiban hukum (rechtsplicht) si pelaku, dimaksudkan tindak tanduk 
yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. Suatu 
perbuatan adalah melawan hukum si pelaku. Rechtsplicht adalah 
kewajiban berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, 
maka hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis 
maupun tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (communis 
opinio) bahwa yang dimaksud dengan rechtsplicht (kewajiban hukum)  
dalam formula perbuatan melawan hukum adalah wettelijke plicht 
(kewajiban menurut undang-undang). Maka dengan berbuat atau 
melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan rechtsplicht 
dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan 
undang-undang (Moegni Djojodirjo, 1982: 43). 
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Melawan hukum tidak hanyalah apa yang bertentangan dengan 
hukum tertulis, yakni kedua bentuk sifat melawan hukum 
(bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan 
kewajiban hukumnya sendiri), melainkan juga apa yang bertentangan 
dengan hukum tidak tertulis (ongeschreven recht) yakni kesusilaan 
baik dan sikap berhati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan 
masyarakat.   Jadi   menurut   perumusan  yang   sempit  maka  untuk  
tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, si pelaku harus telah 
melanggar hak orang lain atau si pelaku harus telah melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri 
(Moegni Djojodirjo, 1982: 43). 
Bertentangan dengan rechtsplicht adalah perbuatan seseorang yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaharusan atau 
larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan hukum pidana, yakni seseorang yang telah 
bersalah melakukan pencurian, melakukan penggelapan, penipuan 
dan sebagainya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
rechtsplicht (kewajiban hukum) dan karenanya telah melakukan 
perbuatan melawan hukum (Moegni Djojodirjo, 1982: 44). 
3) Bertentangan dengan kesusilaan baik 
Kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-
norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-
peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam 
Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata menyatakan batal persetujuan 
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yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau 
melalaikan sesuatu bertentangan bertentangan dengan kesusilaan baik 
adalah melawan hukum. Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 
1919 sebagaimana telah dibentangkan dalam halaman 25, yang 
menelorkan perumusan luas daripada perbuatan melawan hukum 
dengan keputusan mana telah  diadili perkara Lindenbaum melawan 
Cohen, karena Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum 
dengan membujuk seorang karyawan untuk membocorkan rahasia 
perusahaan Lindenbaum, perbuatan Cohen tersebut dinilai sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan baik (zorgvuldigheid) 
(Moegni Djojodirjo, 1982: 45). 
4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam 
pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain. 
Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam 
pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain artinya 
bilamana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu yang 
menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas 
bermasyarakat. Kriterium “bertentangan dengan kesusilaan baik” 
kiranya tercakup dalam kriterium zorgvuldigheid yang harus 
dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang 
lain. Kriterium tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan tidak 
tertulis. Mengenai apa yang harus diperhatikan dalam pergaulan 
masyarakat diletakkan dalam ketentuan khusus yang tidak tertulis 
(Moegni Djojodirjo, 1982: 46). 
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4. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Wanprestasi 
Asser – Rutten berpendapat bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara 
perbuatan melawan dan wanprestasi. Akibat-akibat hukum daripada tidak 
memenuhi perikatan atas dasar-dasar praktis diatur sendiri dalam undang-
undang. Menurut Asser – Rutten maka melakukan wanprestasi adalah 
merupakan pelanggaran atas hak orang lain tapi adalah juga merupakan 
gangguan terhadap hak kebendaan. Kewajiban memberikan ganti kerugian 
atas dasar-dasar praktis diatur tersendiri dalam undang-undang. Karenanya 
dikatakan, bahwa wanprestasi adalah merupakan spesies dari genus 
onrechtmatige daad. Untuk penuntutan ganti kerugian karenanya 
wanprestasi hanya diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUH 
Perdata dan berikutnya dan sekali-kali tidak dapat diterapkan Pasal 1365 
KUH Perdata. 
Hanya dalam beberapa hal pengecualian sesuatu perbuatan, yang 
menimbulkan wanprestasi juga dianggap sebagai perbuatan melawan 
hukum, yang karenanya Pasal 1365 dapat diterapkan. Sebuah contoh 
kiranya dapat menggambarkan kemungkinan terjadinya perbuatan yang 
menimbulkan wanprestasi sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum 
adalaha A penyewa rumah dengan menunggak uang sewa, karena 
jengkelnya memecahkan jendela kaca rumah tersebut. Dalam contoh 
tersebut tampaklah A telah melakukan wanprestasi, tetapi disamping itu 
telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak kaca jendela 
(Moegni Djojodirjo, 1982: 33). 
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Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 26 Maret 1920 memberikan 
pertimbangan sebagai berikut :“Perbuatan melawan hukum dapat juga 
merupakan wanprestasi asal saja hanya yang merupakan wanprestasi itu 
sendiri juga dan terlepas dari kewajiban kontraktuilnya merupakan 
perbuatan melawan hukum” 
Mengenai hubungan antara wanprestasi dan onrechtmatige daad 
tersebut Pitlo menegaskan “bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari 
sistimatik undang-undang, maka wanprestasi tidaklah dapat digolongkan 
pada pengertian perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh diketengahkan 
keputusan Hoge Raad  tanggal 13 Juni 1913, yang memutuskan bahwa 
“Bilamana kewajiban yang mendapatkan dasarnya dalam persetujuan 
dilanggar maka pelanggaran ini tidaklah akan merupakan alasan untuk 
mengajukan tuntutan karena perbuatan melawan hukum, batasnya adalah 
bilamana persetujuannya adalah merupakan syarat mutlak untuk timbulnya 
kerugian, maka tidak akan terjadi aksi berdasarkan Pasal 1365 KUH 
Perdata, umpamanya seorang pembeli menderita kerugian, karena 
penjualnya menyerahkannya tidak tepat pada waktunya. Adalah amat 
penting untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan tuntutan ganti 
kerugian karena wanprestasi ataukah onrechtmatige daad, karena adanya 
perbedaan dalam pembebanan pembuktiannya, dalam perhitungan 
kerugiannya dan dalam bentuk ganti kerugiannya (Moegni Djojodirjo, 
1982: 33). 
Hubungan wanprestasi dan onrechtmatige daad tersebut dinyatakan, 
bahwa bila pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas 
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maka hakekatnya dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut ialah tidak 
memenuhi perikatan yang terbit dari persetujuan.  
Hoge Raad telah secara berulang kali menegaskan, bahwa peraturan-
peraturan tentang onrechtmatige daad, seperti Pasal 1365 KUH Perdata dan 
berikutnya tidaklah dapat diterapkan untuk wanprestasi. Penuntutan karena 
wanprestasi dan karena onrechtmatige daad pelaksanaannya adalah 
berbeda-beda,   yakni (Moegni Djojodirjo, 1982: 34) : 
1) Dalam aksi karena onrechtmatige daad maka si penuntut harus 
membuktikan semua unsur-unsur, yakni antara lain bahwa ia harus 
membuktikan adanya kesalahan pada si pelaku. Dalam aksi karena 
adanya wanprestasi, sedangkan pembuktiannya, bahwa tentang tidak 
adanya wanprestasi yang dibebankan pada si pelaku. 
2) Tuntutan pengembalian pada keadaan semua (restitutio in integrum) 
hanyalah dapat dilakukan bilamana terjadi tuntutan karena 
onrechtmatige daad, sedang dalam tuntutan karena wanprestasi tidak 
dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. 
3) Bilamana terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung gugat 
(aanspraklijk), maka dalam hal terjadi tuntutan ganti kerugian karena 
onrechtmatige daad, masing-masing debitur tersebut bertanggung 
gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut secara tanggung 
renteng. 
 
C.   Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa 
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Adapun bentuk penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis dapat 
dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. 
1. Litigasi  
 Pengadilan merupakan jalur litigasi dalam menyelesaian sengketa. 
Di lingkup keperdataan litigasi yang merupakan suatu proses ditandai 
dengan bentuk gugatan atas konflik yang ada melalui pengadilan dan hakim 
yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Proses ini yang paling 
dikenal di masyarakat kita. Litigasi diartikan sebagai proses administrasi 
dan peradilan (court an administrative proceeding). Sistem yang 
dipergunakan untuk penyelesaian sengketa adalah sistem perlawanan (the 
adversary system) atau berlangsung atas dasar saling bermusuhan atau 
bertikaian antara para pihak. Proses ini selalu menempatkan salah satu 
pihak sebagai pemenang (a winner) dan pihak lain yang kalah (a loser).  
 Adapun pengertian litigasi dalam lingkup perdata adalah: “Proses 
gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk mengggantikan 
konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada 
seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan” (Suyud 
Margono, 2002, 23). 
Gugatan  adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa 
atau konflik yang harus diputus oleh pengadilan (Retno Wulan, 1995:10). 
Pengajuan gugatan oleh para pihak yang merasa dirugikan kepentingan 
keperdataannya  ke pengadilan  dapat secara orang perorangan atau badan 
hukum dan perwakilan kelompok (class action)   
a) Orang perorangan atau badan hukum 
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Dalam hukum perdata yang dimaksud dengan subyek hukum 
adalah pembawa hak yaitu mempunyai hak dan kewajiban. Adapun 
yang dimaksud dengan pembawa hak maksudnya padanya diberikan 
hak (menerima warisan, hibah dan lainnya) dan dapat dilimpahkan 
kewajiban pula. Semua manusia dapat dikatakan sebagai pembawa hak 
(subyek hukum) dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat 
ia meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 
KUHPer yaitu “bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan 
kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan”. 
Namun tidak semua manusia dapat dikatakan sebagai subyek 
hukum. Ada beberapa golongan yaitu yang tidak memiliki kecakapan 
bertindak dalam hukum yaitu : 
1) Orang yang belum dewasa, dimana hanya dapat menjalankan hak 
dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain, atau sama sekali 
dilarang. 
2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu orang yang dungu, 
sakit ingatan atau mata gelap dan boros. 
3) Dulu perempuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan 
hukum, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 108 KUHPer dan 
Pasal 110 KUHPerd. Namun kedua  pasal-pasal  ini dinyatakan 
tidak berlaku oleh SEMA Nomor : 3 tahun 1963 dan telah dicabut 
dengan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 yang mana 
dinyatakan bahwa kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak 
dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup 
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bersama masyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum (P.N.H. Simanjuntak 1999 :23). 
     Selain manusia sebagai subyek hukum, didalam hukum 
terdapat juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat 
juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum 
sebagaimana layaknya seorang manusia. Badan-badan dan 
perkumpulan-perkumpulan tersebut mempunyai kekayaan sendiri, 
ikut dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya dan dapat 
menggugat ataupun digugat dimuka hakim. Badan atau perkumpulan 
demikian dinamakan rechtspersoon yaitu orang yang diciptakan oleh 
hukum (R. Subekti, 1987:21). 
b) Perwakilan kelompok (Class Action) 
Secara terminology istilah Class Action berasal dari bahasa 
Inggris yang belum ada padanannya secara resmi dan baku dalam 
bahasa Indonesia, tetapi dalam praktek sering diartikan sebagai 
kelompok atau perwakilan kelas ata juga dikenal sebagai gugatan 
perwakilan kelompok atau gugatan kelompok. Sedangkan dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Kelompok 
disebut dengan istilah Gugatan Perwakilan Kelompok. 
Berbagai negara umumnya menyadur pengertian Class Action  
dari US Federal of Civil Procedure yaitu  harus memenuhi beberapa 
persyaratan sebagai berikut: 
1) Numerosity (Jumlah):  
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Jumlah orang yang mengajukan gugatam harus sedemikian 
banyaknya. Dalam hal ini kelas yang diwakili (class member) harus 
sedemikian banyaknya sehingga pengajuan gugatan secara satu 
persatu (individual) sangat tidak praktis dan tidak efisien. 
2) Commonolity (Kesamaan): 
Yaitu: kesamaan fakta nyata dan question of law anatara pihak yang 
mewakili dengan yang diwakili. 
3) Typicality; 
Yang berarti tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang 
diwakili haruslah sejenis.   
4) Adequacy of Representation.  
Yang berarti mewajibkan perwakilan kelas untuk menjamin secara 
adil dan jujur serta mampu melindungi kepentingan mereka yang 
diwakilkan.  
Berbeda dengan  Legal Standing, dimana pihak yang 
mengajukan gugatan dalam hal ini mempunyai kepentingan secara 
langsung ataupun tidak secara langsung dirugikan kepentingan 
kerperdataannya. Namun pihak tersebut berdiri  demi hukum untuk 
kepentingan umum, dimana bisa dalam kaitan dengan lingkungan, 
sosial budaya. Sedangkan biasanya pihak-pihak itu merupakan suatu 
organisasi berbadan hukum yang mana dalam anggaran dasarnya 
mencantumkan tujuan untuk membela kepentingan umum tersebut, 
contohnya organisasi lingkungan hidup WALHI. 
 Pengertian dari Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Undang-
undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
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merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia (Pasal 1).  
Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam Lingkungan 
Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan 
militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi (Pasal 2).Setiap peradilan tersebut mempunyai 
tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dengan undang-
undang. 
a)   Peradilan Umum 
Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 
tentang peradilan umum. Peradilan umum merupakan peradilan 
yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai 
perkara perdata dan pidana (Penjelasan pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2004). Adapun lingkungan Peradilan umum meliputi 
Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan 
tinggi sebagai Pengadilan tingkat Banding. Sedangkan Pengadilan 
Niaga ditempatkan di bawah lingkup Peradilan Umum, menurut 
Pasal 280 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang 
Kepailitan.  
b)  Sekilas tentang Pengadilan Niaga 
Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan ditempatkan di 
bawah lingkup Peradilan Umum diatur dalam undang-undang. 
Menurut Pasal 280 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, 
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Pengadilan Niaga berfungsi memeriksa dan memutus Permohonan 
Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berwenang 
pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan 
yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah. Untuk 
pertama kali lembaga ini hanya dibentuk di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. Kemudian berdasarkan Kepres No. 97 Tahun 1999 
Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 
Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri 
Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang, maka pengadilan 
Niaga tidak hanya ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat..  
Berdasarkan Kepres No. 97 Tahun 1999 tersebut maka pembagian 
wilayah yurisdiksi relatif bagi perkara yang diajukan pada 
Pengadilan Niaga menjadi sebagai berikut: 
1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung 
Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi selatan, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian 
Jaya; 
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Medan meliputi Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, 
Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh; 
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada  Pengadilan Negeri 
Surabaya meliputi Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur. 
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4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Semarang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Pembagian ini mereduksi kewenangan Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga daerah hukumnya   hanya 
meliputi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, 
Lampung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Bagi 
permohonan pailit yang masih dalam proses penyelesaian di 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diperkenankan untuk diselesaikan 
permohonan pailitn tersebut di  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 
Sedangkan bagi permohonan pailit yang sudah diajukan namun 
belum diproses, maka penanganannya dapat mulai dialihkan ke 
Pengadilan Niaga lain yang memilik kewenangan relatif tersebut. 
Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 
sengketa merek menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sehingga 
Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memeriksa mengadili 
dann memutus perkara permohonan kepailitan dan penundaan 
kewajiban pembayaran utang (PKPU). 
2. Non Litigasi 
Penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis juga dapat dilakukan 
melalui jalur non litigasi. Adapun Penyelesaian sengketa secara non 
litigasi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa.Alternatif 
penyelesaian sengketa, dimana dalam literatur asing disebut ADR 
(Alternative Dispute Resolution) pada dasarnya merupakan suatu bentuk 
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penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan para  pihak sehingga bersifat sukarela dan karenanya tidak 
dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang 
bersengketa. 
Namun kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh 
para pihak. Dalam pasal l1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 
1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa 
alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.  Diantara macam-macam 
alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis pada umumnya 
memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Meskipun Dalam 
beberapa literatur masih diperdebatkan mengenai kedudukan arbitrase 
masuk dalam keluarga pengadilan atau keluarga Alternatifve Dispute 
Resolution (ADR). Pendapat yang menyebutkan bahwa arbitrase adalah 
suatu bentuk pengadilan bukan pengadilan negara, khususnya berkaitan 
dengan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan tugasnya 
memeriksa dan memutuskan sengketa. Hal ini disebabkan arbitrase 
memenuhi ciri-ciri pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh : F.F. Van 
der Haijden, yaitu (R. Setiawan, 1992 :5): 
a) there should be a set lement of  conflict 
b) there conflict must be decided on the basic of law; 
c) it should be decided by a third party;and the parties to the conflict 
should be bound by the decision. 
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Berdasarkan ciri-ciri tersebut berarti arbitrase sama halnya dengan 
peradilan formal, tugas arbitrase juga menyelesaikan sengketa yang 
dipercayakan pada mereka. Pada arbitrase harus memutus menurut 
peraturan–peraturan hukum, kecuali apabila persetujuan arbitrase telah 
memberikan kekuasan pada mereka untuk memutus menurut 
kebijaksanaan “ex aequo et bono” dalam pengadilan pun hakim juga tidak 
semata-mata memutus berdasarkan pada Undang-undang, tapi juga harus 
memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di samping itu, dalam 
mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase juga sama 
dengan pengadilan yang menggunakan pendekatan “adversarial” 
(pertentangan) dengan hasil putusan “Win – Lose Solution”. 
Beberapa literatur menggolongkan arbitrase ke dalam ADR 
(Alternative Dispute Resolution). Menurut W. E. Simkin, Lawrance 
Susskind, Denise Madigan, Stephen B. Goldberg, Eric D.Green dan Frank 
E.A. Sander (Adi Sulistiyono, tanpa tahun : 5), mengartikan ADR 
mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan, 
baik yang mendasarkan pendekatan konsesus (negosiasi, konsiliasi, dan 
mediasi), maupun yang tidak berdasarkan pendekatan konsensus 
(arbitrasi). Istilah “alternatif” lebih ditekankan pada pengertian 
penyelesaian selain peradilan. Jadi disini ditekankan bahwa ADR adalah 
sebuah konsep yang merangkum berbagai bentuk penyelesaian sengketa 
selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik 
berdasarkan pendekatan konsesus ataupun berdasarkan pendekatan 
“adversarial” (pertentangan). 
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D.   Tinjauan Umum tentang Merek 
Merek dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk. Apabila 
dipandang dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan 
mutu hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas untuk 
promosi barang dagangannya guna mencari atau meluaskan pasar 
( Insan Budi Maulana, 1997:60). 
Merek merupakan bagian dari HKI yang timbul dari 
kemampuan intelektual manusia dan memiliki manfaat ekonomi 
dalam dunia perdagangan sehingga memerlukan perlindungan 
hukum. Di Indonesia perlindungan hukum dibidang merek telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor:15 tahun 2001 tentang merek. 
Undang-undang ini merupakan penyempurnaan undang-undang 
merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor: 19 tahun 1997 
tentang merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor: 14 tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang merek ini 
sebagai wujud untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat 
dalam dunia perdagangan dengan sistem pengaturan yang lebih 
memadai. 
a. Pengertian Merek 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 
tentang Merek, yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang 
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilki 
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daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 
barang atau jasa. Selain menurut batasan yuridis beberapa 
sarjana memberikan pendapatnya tentang merek antara lain : 
1) H.M.N. Purwo Sutjipto, SH memberikan rumusan bahwa merek 
adalah suatau tanda dengan mana suatu benda tertentu 
dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain 
yang sejenis. 
2) Prof. Soekardono, SH memberikan rumusan bahwa merek 
adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana 
dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga 
dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang 
dalam perbandingan barang-barang sejenis yang dibuat atau 
diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan 
perusahaan lain. 
3) Mr. Tirtamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, 
memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau merek 
perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang 
atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu 
dengan barang-barang lain yang sejenis lainnya. (H.OK. Saidin, 
2003: 343-344). 
4) Molengraaf berpendapat merek adalah dengan mana 
dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal 
barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan 
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dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan 
oleh orang atau perusahaan lain. (H.OK. Saidin, 2003 : 343-344). 
Dari uraian yang terkandung dalam pengertian diatas 
dapat dilihat tujuan diciptakannya merek. Merek diciptakan untuk 
membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya 
terutama yang jenisnya sama. sedangkan kegunaan merek 
berkaitan dengan ruang lingkupnya artinya sejauhmana merek 
itu digunakan atau seberapa luasnya dunia merek itu. Dalam 
Undang-Undang No. 15 tahun 2001 ruang lingkup merek dibatasi 
hanya dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. 
Dengan demikian  peranan merek hanya ada pada dunia 
perdagangan saja. Merek dapat dibedakan menjadi dua jenis 
yaitu Pertama, merek dagang artinya merek yang dipergunakan 
pada barang yang  diperdagangkan dan yang kedua, merek jasa 
artinya merek yang dipergunakan pada jasa yang 
diperdagangkan. Selain dua jenis itu dalam Undang-Undang 
Nomor : 15 tahun 2001 juga mengenal jenis merek lain yaitu 
merek terkenal, indikasi geografis dan indikasi asal. 
b. Pendaftaran Merek 
 Untuk memperoleh hak atas merek dikenal adanya dua 
sistem yaitu : 
a. Sistem deklaratif (first to use) yaitu bahwa pemakaian 
pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu 
hak atas merek. 
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b. Sistem Konstitutif atau atributif (first to file) yaitu sistem yang 
mengatur bahwa hak atas merek akan tercipta karena 
pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan 
mereknya, maka dialah satu-satunya yang berhak atas suatu 
merek. (Sudargo Gautama dan R. Winata, 1993:83)  
Dari dua sistem hak atas merek diatas, Indonesia 
menganut sistem kedua yaitu use to file. Hal ini dinyatakan 
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang 
Merek bahwasannya “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang 
diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam 
daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin 
kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Dalam hal ini 
perlindungan hak merek terdaftar berlaku selama sepuluh tahun 
sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan 
tersebut dapat diperpanjang. Hal ini berart selama sepuluh tahun 
tidak boleh ada yang menggunakan merek terdaftar tersebut. 
Adapun fungsi pendaftaran merek adalah untuk 
memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan 
pemakai pertama dari suatu merek. Kenyataannya pihak yang 
pertama kali mendaftarkan merek belum terjamin kelangsungan 
hak-haknya atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu 
dapat saja menunjukkan bahwa dialah yang terbukti terlebih 
dahulu menggunakan merek itu. Sistem pendaftaran semacam 
 lxxviii  
ini dikenal dengan sistem pasif-deklaratif-negatif. Jadi dengan 
kata lain suatu pendaftaran merek merupakan cara pengamanan 
oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan 
yang diberikan oleh negara. Didalamya memuat substansi yang 
essensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu 
adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, 
penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat 
mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaftarnya suatu merek, 
sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan 
pendaftaran suatu merek.  
Namun perlu diperhatikan dalam membuat suatu merek 
agar nantinya dapat dipergunakan sesuai keguanaannya, 
pertama adalah apakah merek yang dibuat itu dapat didaftarkan 
atau tidak. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 5 Undang-
Undang Nomor15 tahun 2001 bahwasanya merek yang tidak 
dapat di daftarkan apabila mengandung salah satu unsur 
dibawah ini: 
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
b. tidak memiliki daya pembeda; 
c. telah menjadi milik umum; atau 
d. merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau 
jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 
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Ketentuan ini dianggap sebagai syarat absolut, yang tidak 
memungkinkan suatu merek didaftarkan, karena bersifat 
universal dan alasannya bersifat objektif yang harus diketahui 
dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan atau karena 
ketentuan itu selalu tercantum dalam setiap perundang-
undangan merek dibanyak negara, walau diatur dalam bahasa 
yang berbeda. 
c. Ketentuan Penghapusan Merek 
Dunia bisnis membutuhkan nama sebagai tanda 
pengenalnya dan kemudian berkembang pada tendensi 
konsumen atas mutu atau kualitas produk atau layanan suatu 
usaha. Tak heran jika kemudian banyak yang berusaha 
mendompleng suatu nama. Makin terkenal sebuah nama makin 
banyaklah pendomplengnya.Itulah uniknya merek. Makin kreatif 
suatu kata dan semakin tinggi eskalasi penghargaan masyarakat 
atas kata tersebut, makin bernilailah ia. Hal inipun diwarnai oleh 
berbagai perseteruan pengusaha untuk memperebutkan kata 
yang menjadi merek tersebut di meja hijau. Pemalsuan merek di 
Indonesia banyak ragamnya, misalnya mempunyai puluhan 
merek yang terdaftar atas namanya dalam Daftar Umum Merek 
pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik 
Indonesia, akan tetapi mereka tidak memproduksi barang dengan 
merek tersebut, tetapi hanya mendaftarkan merek tersebut. 
Dalam hal ini undang-undang memberikan perlindungan hukum 
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bagi pemegang merek yang terdaftar atau pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk memintakan pembatalan atau 
penghapusan suatu merek dalam daftar umum merek. 
Pengaturan mengenai penghapusan merek dalam Undang-
undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek terdapat dalam 
Pasal 61 sampai dengan Pasal 67. Penghapusan pendaftaran 
merek ini dapat dilakukan oleh prakarsa Dirjen merek dengan 
alasan tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut karena 
berkaitan dengan adanya larangan impor dan sifat sementara 
penggunaan merek ataupun alasan merek yang dipakai tidak 
sesuai dengan yang didaftarkan. Namun dalam hal ini pemilik 
merek dapat mengajukan keberatan ke pengadilan niaga serta 
dapat mengajukan kasasi untuk putusan pengadilan niaga 
tersebut. 
Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Dirjen 
dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum 
merek dengan memberi catatan tentang alasan penghapusan 
tersebut dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek 
dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar 
umum merek tersebut otomatis sertifikat merek yang 
bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian 
penghapusan merek ini mengakibatkan berakhirnya 
perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. 
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Sejauhmana perlindungan hukum atas merek dapat 
tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa 
implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya. Dalam Pasal 
63 dinyatakan penghapusan pendaftaran merek berdasarkan 
alasan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula diajukan oleh 
pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga. 
Dengan demikian undang-undang telah memberikan 
perlindungan hukum kepada pihak ketiga untuk membela haknya 
terhadap pendaftar merek yang beritikad tidak baik. Hal ini 
merupakan wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap 
pendaftaran. Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar 
permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik 
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 bis ayat 3 Konvensi 
Paris yang menyatakan bahwa tuntutan pembatalan merek yang 
didaftarkan dengan itikad tidak baik, tidak terikat tenggang 
waktu, Dimana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 
tentang Merek ditegaskan dalam Pasal 4. 
Prinsip penting yang dijadikan  sebagai pedoman 
berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya 
itikad baik atau good faith dari pendaftar. Dengan prinsip ini 
hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat 
perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 
Direktorat Merek Depkeh RI juga berkewajiban  secara aktif untuk 
menolak suatu pendaftaran merek bilamana secara nyata 
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ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek 
yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad baik. 
Pengertian kemiripan atau peniruan telah dijelaskan dalam Pasal 
6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 bahwasanya 
“Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada 
keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal milik pihak 
lain untuk barang dan atau jasa sejenis.” Meskipun dalam 
Undang-Undang Nomor :15 tahun 2001 tidak memberikan definisi 
merek yang sudah dikenal tersebut. Namun hal ini dimaksudkan 
untuk menghindari orang lain yang tidak berhak atas 
penggunaan merek dari luar negeri yakni dengan jalan tidak 
menerima pendaftaran yang dilakukan oleh pihak-pihak di 
Indonesia terhadap merek yang sudah terkenal di luar negeri. 
Pada keadaan tertentu adakalanya pemilik mereknya sendiri lalai 
atau belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dengan resiko 
mereknya telah didaftar oleh pihak lain untuk produksinya 
sendiri sehingga unsur formalitas tenggang waktu pendaftaran 
dalam penerapannya harus memperhatikan pula motivasi dan 
situasi dari pihak yang mengajukan pendaftaran dengan 
pertimbangan prinsip-prinsip hukum yang berlaku yaitu  antara 
lain good faith, reciprocity dan right priority. 
Prinsip-prinsip hukum tersebut berarti Indonesia secara 
konsekuen  telah menerapkan kerangka hukum yang termuat 
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dalam Uni Paris Convention, London Convention, dan Stockholm 
Act 1967, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Keputusan Presiden Indonesia Nomor: 024 tahun 1979. Untuk  
itulah badan peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan 
sengketa bidang merek, baik yang berskala nasional maupun 
yang berskala internasional diharapkan secara tepat menerapkan 
patokan-patokan dari prinsip-prinsip hukum tersebut. 
d. ketentuan pembatalan merek 
Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
Pasal 68 sampai Pasal 72 mengatur mengenai pembatalan 
pendaftaran merek. Dimana gugatan dapat diajukan oleh pihak 
yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan, atau lembaga di 
bidang konsumsi dan majelis atau lembaga keagamaan ke 
Pengadilan Niaga. Sedangkan pemilik yang tidak terdaftar dapat 
mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek setelah 
mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI. 
Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran 
merek yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. 
Gugatan pembatalan pendaftaran merek karena alasan 
bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau 
ketertiban umum tidak ada batasan waktu. Terhadap putusan 
Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum biasa 
berupa kasasi. 
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II. KERANGKA BERPIKIR 
Seiring arus globalisasi membawa perkembangan di bidang ekonomi, 
Hak Atas Kekayaan Intelelektual (HaKI)  antara lain merek semakin 
berpengaruh di bidang perdagangan dan ditambah pula konsumsi masyarakat 
lebih melihat pada merek barang tersebut sehingga banyak produsen berlomba 
lomba memberikan label merek pada labelnya dengan kata-kata unik ataupun 
kadang untuk mencari keuntungan membuat nama yang hampir sama dengan 
suatu merek yang terkenal. Dengan adanya itikad tidak baik tersebut 
mengakibatkan timbul banyak sengketa merek.  
Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah 
mengatur bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang 
diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Selain itu Undang-undang 
merek tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap 
Pemohon yang beritikad tidak baik dengan memberikan batasan tentang 
Penggunaan merek yang mana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Merek 
tersebut yaitu:  
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
b. tidak memilik daya pembeda; 
c. telah menjadi milik umum; atau 
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya. 
Pasal 5 huruf  a Undang-undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut, dalam lingkup hukum perdata 
dikenal dengan nama Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Adapun salah satu kasus yang berkaitan dengan sengketa  
Merek tentang PMH yaitu sengketa Merek “Kido” anatara Ikatan Masyarakat Manggarai Flores NTT Indonesia 
melawan PT. Konimex, dimana dalam hal ini Ikatan Masyarakat Manggarai Flores NTT Indonesia mengajukan gugatan 
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ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan mendasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
dikarenakan PT Konimex dianggap melakukan PMH dalam hal pemberian merek untuk coklat yang diproduksinya 
dengan nama “Kido” yang dalam masyarakat Manggarai Flores NTT berarti bersenggama atau bersetubuh dimana kata 
tersebut sangat tabu diucapkan Sedangkan PT Konimex sendiri telah mengetahui sejak 
tanggal 19 Oktober 2001 arti kata “Kido”  yaitu bersetubuh dan menyinggung 
Masyarakat Manggarai- Flores  NTT yang menabukan kata kido tersebut, 
namun PT Konimex tetap memproduksi dan mengedarkannya terutama di 
masyarakat Manggarai-Flores NTT sehingga terdapat kenyataan bahwasannya PT Konimex telah 
berikad buruk. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui putusan  Nomor:18/Pdt.G/2002/PN.Skh 
telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan pada tingkat banding serta kasasi Makamah Agung menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 15 tahun 2001 
tentang Merek mengatur secara limitatif kompetensi absolut sengketa merek ada pada Pengadilan Niaga.  
Dengan demikian Penulis akan menganalisi pertimbangan putusan 
Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah 
Agung secara mendalam dengan mengacu pada teori Ajaran Hukum Murni 
(Hans Kelsen) yang dikaitkan fungsi hakim dan teori Sociological 
Jurisprudence (Roscoe Ponds) dan Pragmatical Legal Realism (Lawrence M. 
Friedmann)yang dikaitkan teori konsekuensi hukum yang baik dari Radbruch.  
Analisis tersebut bertujuan agar dapat diketahui mengapa hakim 
Pengadilan Negeri Sukoharjo memutus sengketa merek yaitu perkara merek 
“Kido” antara Ikatan Masyarakat Manggarai - Flores NTT Indonesia Melawan 
PT. Konimex di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Bagaimana sebaiknya 
pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan mengenai perkara 
Merek dikaitkan dengan peraturan hukum Merek yang berlaku? Jadi pada 
hakekatnya Penulis ingin mendekatkan jarak anatra apa yang seharusnya (das 
sollen) dengan kenyataan (das sein). 
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Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir penulisan ini tersistemasi dalam 
bagan sebagai berikut: 
  
 
 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Sengketa Merek 
Undang-Undang Nomor : 15 
tahun 2001 tentang Merek 
 
Pengadilan Niaga 
Sengketa  merek Kido antara 
Masyarakat Manggarai NTT- 
Flores Indonesia dengan PT 
Konimex 
Pengadilan Negeri ? 
(PN Sukoharjo) 
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 
Pasal 5 UU No : 15 tahun 2001 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara 
seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1984: 6). Metode penelitian 
merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat 
tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian hukum metode yang digunakan tergantung pada 
konsep apa yang dimaksud mengenai hukum. Ada 5 (lima) konsep hukum 
antara lain sebagai berikut: 
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati serta 
berlaku universal; 
b. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-
undangan hukum nasional; 
c. Hukum adalah apa yang diputus oleh hakim inconcreto dan 
Pengadilan Tinggi ?  
(PT Jawa Tengah) 
1.Teori Hukum Murni (Hans Kelsen) 
dikaitkan fungsi  Hakim. 
 
2.Teori Sociological Jurisprudence 
(Roscoe Pond) dan Pracmatical 
Legal Realism (Friedman)  
dikaitkan dengan teori konsekuensi 
hukum yang baik  (Radbruch). 
 
Mahkamah Agung ? 
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tersistematisasi sebagai judge made law; 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis 
sebagai variabel sosial yang empirik; 
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada  perilaku sosial 
sebagai dampak dalam interaksi antar mereka.(Setiono, 2002: I). 
Konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep hukum huruf c 
diatas, Hukum diartikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh 
hakim (in konkreto) pada proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya 
hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara dan mempunyai 
kemungkinan sebagai presedent bagai kasus atau perkara-perkara 
berikutnya. Dengan demikian hukum dikonsepkan sebagai norma yang 
merupakan produk dari seorang hakim (judgements) pada waktu hakim itu 
memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya 
kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Burhan 
Ashofa, 2001 : 33). 
Setiap penelitian yang mendasarkan pada norma yang berupa asas 
moral keadilan ataupun yang telah dipositipkan sebagai hukum perundang-
undangan maupun judgemade law yang selalu eksis sebagai bagian dari 
suatu sistem / ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan 
atau dicipta untuk menyelesaikan perkara) maka penelitian hukun ini 
disebut sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal dan metodenya 
disebut metode doktrinal (Burhan Ashofa, 2001: 34).  
Penelitian ini mendasarkan hukum sebagai norma yaitu Undang-
undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek dan putusan hakim 
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Pengadilan Negeri Sukoharjo, putusan bandingnya oleh Pengadilan Tinggi 
Jawa Tengah serta putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung . Dalam Hal ini 
putusan tersebut ditelaah satu persatu untuk menemukan kebenarannya dan 
tidak memandang bahwa sesuatu mungkin sudah demikian keadaannya. 
Soerjono Soekanto menyatakan, menurut bentuknya penelitian 
seperti ini adalah penelitian doktrinal dan merupakan penelitian evaluatif 
perspektif Adapun pengertian penelitian Evaluatif adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk menilai program-program yang dijalankan yaitu 
menilai "apakah putusan pengadilan dalam mempertimbangan putusan 
perkara merek telah sesuai dengan . Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 
tentang Merek. Sedangkan yang dimaksud penelitian prespektif yaitu 
penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai 
apa yang harus dilakukan hakim dalam menyusun pertimbangan putusan 
berkaitan dengan gugatan perkara Merek menurut ketentuan hukum yang 
berlaku  (Setiono, 2004 : 1). 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi peneilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di 
Perpustakaan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Adapun alasan pemilihan 
lokasi ini disebabkan gugatan perkara merek “Kido” tersebut diajukan dan 
diputus di Pengadilan Negeri Sukoharjo  sehingga berkas perkara dan 
putusannya terdapat di kearsipan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena jenis 
pene1itian ini adalah penelitian hukum normatif dan doktrinal yang sumber 
datanya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Selain itu putusan 
sengketa Kido yang akan penulis analisis tersebut telah diputus oleh Hakim 
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Kasasi dalam hal ini Majelis hakim pada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yang berarti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht 
van gewijsde)  karena merupakan upaya hukum biasa dan terakhir yang 
dapat dilakukan pihak atau para pihak yang tidak puas atas putusan upaya 
hukum kasasi tersebut.  
3. Jenis Data dan Sumber data 
 Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-
bahan pustaka.  Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tertier (Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji, 1985 : 14). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a.  Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis 
yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :  
1) Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek. 
2) Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor :14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 
3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 
4) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan 
5) Perma Nomor : 1 tahun 2002 tentang  Gugatan Perwakilan 
kelompok. 
b. Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yaitu bahan 
hukum yang membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum 
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primer, terdiri dari :   
1) Kepustakaan yang ada hubunganya dengan putusan tentang Merek 
baik berupa pembatalan atau penghapusan Merek. 
2) Disertasi yang berkaitan dengan Merek baik berupa pembatalan 
ataupun penghapusan Merek. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk-
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, terdiri dari : 
1) Kamus hukum 
2) Kamus Umum Bahasa Indonesia 
4. Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran katalog. 
Pengertian dari katalog adalah suatu daftar yang memberikan infonnasi 
mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan (Burhan Ashofa, 
2001: 104). Adapun bentuk katalog yang digunakan adalah katalog buku, 
macam katalog adalah buku dan pemturan. Da1am hal ini peraturan-
peraturan yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku 
yang berisi himpunan petaturan yang meliputi Undang-undang, Peraturan  
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, Surat 
Edaran Mahkamah Agung serta Yurisprudensi. 
5. Teknik Analisis Data 
Data penelitian berupa bahan hukum yang telah dikumpu1kan 
 selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu bentuk analisis 
data yang mengungkapkan gejala yang ada dan realita dari suatu peristiwa 
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yang terjadi dan dinyatakan dalam bentuk tulisan-tulisan atau pernyataan 
lisan. 
Analisis ini dengan menggunakan logika deduksi yaitu menarik 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kearah yang bersifat khusus, 
dimana kesimpulan yang ditarik dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan penelitian yang dikemukakan. Dalam penelitian ini 
maksudnya bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Tinggi Jawa 
Tengah dan Mahkamah Agung tentang putusan perkara merek menurut 
ketentuan yang berlaku yang diciptakan oleh hakim dalam proses -proses 
peradilan sebagai bagian dari upaya hukum danseterusnya sampai dengan 
perkara merupakan kumpulan dari konsep hukum sebagai putusan-putusan 
yang dicipta oleh hakim (in konkreto) dalam proses-proses peradilan 
sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, 
pemikiran dan pemahaman dari pola yang ada (premis mayor) kemudian 
dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (premis 
minor) dan kemudian disimpulkan. Adapun cara mengidentifikasi kaidah 
hukum dari isi putusan hakim yang terdiri dari tiga bagian yaitu : 
a. Pertimbangan yang didapati oIeh hakirn setelah memeriksa perkara itu. 
b. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perk:ara itu yang 
ditentukan oleh hakim berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut. 
c. Amar atau diktumnya. 
Setelah mengidentifikasi kaidah hukum dari isi putusan hakim 
tersebut kemudian diteliti asas-asas hukumnya. Dimana diantara asas-asas 
dalam ilmu hukum adalah bahwa undang-undang yang bersifat khusus 
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mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialist 
derogat legi generali ) (Setiono, 6: 2002) 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. HASIL PENELITIAN 
 I. KASUS POSISI 
Pada tahun 2001 PT Konimex yang merupakan badan usaha berbentuk 
Perseroan Terbatas dan berdomisili di desa Sanggrahan kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah adalah produsen coklat bermerek “KIDO” 
dengan label halal. Dimana PT Konimex telah mengedarkan secara luas permen 
merek “KIDO” dengan label halal tersebut ditengah masyarakat Indonesia 
termasuk masyarakat Manggarai-Flores NTT. Sedangkan pola peredarannya 
melalui penjualan dipasar-pasar tradisional, kios-kios dan supermarket baik 
besar maupun kecil. Merek “Kido” tersebut telah terdaftar pada Direktorat 
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan atas nama PT Konimex yang telah dimohonkan 
pendaftaran pada tanggal 3 Pebruari 1997 dibawah agenda No. D 97 2259 dan 
telah diumumkan dalam berita resmi merek tertanggal 23 Januari 1998 
6/I/A/1998 halaman 126. 
Produk coklat merek KIDO berlabel halal yang dikeluarkan PT Konimex 
tersebut membawa keprihatinan dikalangan masyarakat Manggarai-Flores NTT 
dan pada tanggal 2 Januari 2002 salah satu tokoh adat suku Manggarai yaitu 
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Kraeng Jhon Ongge menyatakan bahwa “kesucian kata KIDO perlu 
dipertahankan, maka oleh karena itu kehadiran coklat bermerek “KIDO”  
yang berlabel halal tersebut telah membawa dampak negative bagi 
pendidikan anak-anak suku Manggarai dan ada indikasi cokelat “KIDO” 
ini telah dijadikan sebagai kata sandi diantara remaja untuk melakukan 
hubungan seksual.”. Selain  itu Yayasan Ersina yang bergerak dalam bidang  
pelestarian budaya, mengutuk keras PT Konimex dan supaya meminta maaf 
terhadap masyarakat suku Manggarai-Flores NTT karena coklat bermerek 
“Kido” tersebut bertentangan dengan sopan santun masyarakat Manggarai- 
Flores NTT. 
Adapun pengertian Kido dalam masyarakat Manggarai-Flores NTT yaitu 
bersenggama/ bersetubuh/ hubungan seksual antara seorang wanita dengan 
seorang laki-laki yang telah diikat dalm suatu lembaga perkawinan yang sah 
menurut agama, adat-istiadat dan kepercayaan masing-masing serta hukum 
perkawinan nasional, dimana hal ini dapat dilihat juga dalam kamus 
Manggarai-Indonesia karangan Jilis A.J. Verheijen SVD pernerbit Koninklijk 
Instituutvoor Taal-Land En Volkenkunde tahun 1967 hal 218. Bagi masyarakat 
Manggarai-Flores NTT  kata “KIDO” sangat sakral atau tabu disebutkan 
disembarang tempat. Apalagi dipublikasikan melalui iklan dan atau media 
massa. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat Manggarai-Flores NTT 
terhadap kata “Kido” adalah kata yang sopan yang mengandung kesusilaan, 
maka harus dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya. 
.   Pihak masyarakat Manggarai-Flores NTT menganggap bahwa               
PT Konimex mempunyai itikad tidak baik yaitu sengaja menyebarkan hal-hal 
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yang menyinggung rasa kesopanan dan kesusilaan karena meski sejak tanggal 
19 Oktober 2001 telah mengetahui ari dari kata “Kido” dalam bahasa 
Manggarai  yaitu bersetubuh atau bersenggama, namun tidak menghentikan 
peredaran coklat merek “KIDO” berlabel halal tersebut ditengah masyarakat 
termasuk masyarakat Manggarai sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut yang 
melatarbelakangi Masyarakat suku Manggarai- Flores NTT mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan mendasarkan pada Pasal 1365 
KUHPerdata jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.     
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, PUTUSAN 
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH DAN PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG 
1)  Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo 
        Masyarakat Suku Manggarai-Flores NTT yang diwakili Ikatan 
Masyarakat Manggarai- Flores NTT Indonesia telah mengajukan Gugatan 
kepada PT KOnimex selaku produsen dan pemilik merek Coklat merek 
“KIDO” ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor Regrestasi : 
18/Pdt.G/ 2002/PN.Skh, tanggal 25 April 2002 dengan mengajukan 
dalil/positum yang pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Bahwa dengan beredarnya coklat merek “KIDO” berlabel halal yang 
merupakan produk PT Konimex/ Tergugat, telah menyinggung perasaan 
kesusilaan dan kesopanan masyarakat suku Manggarai-Flores NTT 
/Penggugat karena arti kata “Kido” tersebut adalah bersetubah atau 
bersenggama. Dimana kata tersebut sangat ditabukan diucapkan 
disembarang tempat. 
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2. Beredarnya coklat merek “Kido” ditengah masyarakat suku Manggarai-
Flores NTT berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap kehidupan mental/rohani/kesusilaan terutama anak-anak 
masyarakat Manggarai-Flores NTT karena akan membuka peluang 
untuk menyalahgunakan coklat “Kido” tersebut dengan melakukan 
perbuatan kido, dimana akan ada anggapan dari mereka bahwa 
hubungan seksual dirasakan anak seperti makan permen coklat.”Kido” 
3. Bahwa PT Konimex telah secara sengaja menyebarkan hal-hal yang 
menyinggung rasa kesopanan dan kesusilaan suku masyarakat 
Manggarai- Flores NTT dan dikatagorikan telah melakukan perbuatan 
melanggar undang-undang yaitu Pasal 1365 KUHPerdata karena masih 
mengedarkan coklat merek “Kido” ditengah masyarakat termasuk 
masyarakat suku Manggarai, setelah PT Konimex pada tanggal 19 
Oktober 2001 mengetahui arti kata “Kido” dalam bahasa Manggarai 
dan sesuai kesepakatan akan menarik produk coklat merek “KIDO” 
tersebut. 
4. Bahwa selain itu PT konimex telah melanggar ketentuan Pasal 5 
Undang-undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek yang 
menyatakan bahwa  merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, 
kesusilaan atau ketertiban umum dan dalam penjelasannya disebutkan 
bahwa yang termasuk pengertian bertentangan dengan moralitas agama, 
kesusilaan atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut 
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dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman dari golongan 
masyrakat tertentu. 
          Berdasar atas “alasan hukum” tersebut diatas, maka Penggugat dalam 
gugatannya  menuntut sebagai berikut: 
1. Dalam Provisi : 
a) Mengabulkan gugatan penggugat tersebut; 
b) Menyatakan putusan provisi sah dan berharga; 
c) Menyatakan menghentikan produksi coklat dengan merek “Kido” 
dan menarik semua dari peredaran di masyarakat luas sampai 
putusan ini berkekuatan hukum tetap. 
2. Dalam Pokok Perkara : 
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan PT Konimex/Tergugat telah melakukan perbuatan 
melawn hokum, yang melanggaratau bertentangan dengan 
kesopanan dan perasaan kesusilaan masyarakat suku Manggarai 
Flores NTT dimanapun berada ; 
3. Menghukum PT Konimex/Tergugat untuk menarik semua coklat 
yang bermerek Kido dari masyarakat luas atau makanan sejenis 
lainnya yang bermerek Kido dari peredaran ; 
4. Menghukum PT Konimex/ Tergugat untuk mengganti merek Kido 
dengan merek lain ; 
5. Menghukum PT Konimex/Tergugat untuk menyatakan permohonan 
maaf kepada Penggugat/ Masyarakat suku Manggarai-Flores NTT 
dimanapun berada, baik di Indonesia, maupun di luar negeri yaitu 
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Filipina, India, Thailand, Hongkong, Cina, Malaysia, Jepang, Rusia, 
Italia, Polandia, Jerman, Irlandia, Meksiko, Brazil, Australia dan 
Amerika Serikat melalui media elektronilk yaitu TVRI, SCTV, 
RCTI, TPI, selama 7 hari berturut-turut dan 7 media cetak yang 
terbit di ibu kota Negara RI yaitu Harian Umum Jakarta Pos, 
Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaharuan, Sinar harapan dan 
Mingguan Tabloid Kontan dan Harian Umum Flores Pos di pulau 
Flores dan Harian Umum Kupang dipulau Nusa Tenggara Timur 
(NTT) selama 7 hari berturut-turut dengan ukuran lebar yaitu 50 cm 
dan panjang 50 cm pada akhir halaman masing-masing media 
tersebut, selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini mempunyai 
kekuatan hukum tetap dengan kalimat sebagai berikut :  
PERMINTAAN MAAF 
Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 
Direksi PT Konimex yang berkantor di pusat di Solo Desa 
Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa tengah 
dan kantor perwakilan di jalan K.M Wahid Hasyim No. 162 Jakarta 
Pusat Indonesia. 
Dengan ini meminta maaf kepada seluruh anggota masyarakat 
Manggarai-Flores NTT dimanapun berada baik di Indonesia, 
maupun diluar Negeri yaitu Filiphina, India, Thailand, Hongkong, 
Cina, Malaysia, Jepang, Rusia, Italia, Polandia, Jerman, Irlandia, 
Meksiko, Brazil, Australia dan Amerika serikat. Atas masih 
beredarnya coklat merek “Kido” berlabel halal dimasyarakat luas, 
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yang mana PT Konimex mengetahui coklat merek KIDO tersebut 
bertentangan dengan rasa kesopanan dan kesusilaan masyarakat 
suku Manggarai-Flores NTT. 
6. Menghukum PT Konimex/Tergugat untuk membayar kerugian 
materiil maupun immaterial kepada masyarakat Manggarai-Flores 
NTT, karena terluka batin, akibat masih beredaranya coklat merek 
Kido tersebut dari Oktober 2001 samapai dengan didaftarkannya 
perkara ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp. 1,- (satu 
rupiah) ; 
7. Menghukum PT Konimex/ Tergugat untuk membayar uang paksa 
(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas 
keterlambatan melaksanakan isi putusan ini. 
8. Menghukum PT Konimex/Tergugat untuk membayar semua biaya 
yang timbul dalam perkara ini.         
               Terhadap Gugatan diatas, Tergugat mengajukan jawaban 
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
1. Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat atau tidak 
menerima gugatan tersebut. 
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad buruk dalam memasarkan 
hasil-hasil coklat dengan merek “Kido” dan latar belakang pemilihan 
kata “Kido” adalah karena produk coklat tersebut pangsa pasarnya 
ditujukan untuk anak-anak, maka diambillah kata dalam bahasa 
Inggris yaitu “KID” yang artinya anak kecil, kemudian agar nama 
tersebut  dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HAKI guna 
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memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor: 14 tahun 1997 jo 
undang-undang nomor : 19 tahun 1992 pasal 5 tentang merek 
(terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor :15 tahun 2001 
tentang Merek) yaitu merek harus bukan kata yang bersifat umum dan 
harus ada unsure-unsur pembedanaya, serta untuk memudahkan 
pelafalannya dan supaya mudah diingat oleh para konsumen, terutama 
anak-anak sehingga ditambah huruf  “o” dibelakangnya menjadi 
“KIDO”. 
3. Bahwa sebelum Tergugat menggunakan merek dagang “Kido” 
terlebih dahulu Tergugat memohon izin-izin kepada Pemerintah, satu 
dan lain hal untuk mencegah adanya tuntutan-tuntutan dari konsumen 
atau publik yaitu: izin Departemen Kesehatan, Sertifikat halal yang 
dikeluarkan Ketua Maajelis Ulama Indonesia dan permohonan 
pendaftaran merek. 
4. Bahwa  Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil Penggugat 
mengenai arti bahasa Manggarai-Flores tentang arti “Kido”, bahasa 
Manggarai-Flores bukanlah merupakan suatu bahasa baku yang 
digunakan oleh seluruh  lapisan masyarakat Indonesia, sedangkan 
bahasa Manggarai-Flores hanya digunakan oleh suku Manggarai-
Flores saja dan tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga 
sangat sulit dimengerti jika bahasa tersebut harus diterapkan pada 
seluruh masyarakat Indonesia. 
5. Bahwa menteri Tenga kerja dan Transmigrasi yaitu Bapak Jacob 
Nuwawea telah mencoba dua kali untuk mendamaikan Pengggugat 
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dan Tergugat dan menyatakan bahwa PT Konimex (Tergugat) tidak 
100% karena sebelumnya tidak paham atau mengerti  arti kata 
tersebut, Namun tidak terjalin suatu kesepakatan apapun, karena 
Penggugat meminta supaya Tergugat meminta maaf dan memberikan 
kompensasi sosial kepada Tergugat. 
6. Bahwa menanggapi aspirasi masyarakat Manggarai-Flores, maka 
pihak Tergugat dengan secara telah mengambil langkah yaitu : 
- Bahwa  Tergugat telah mengajukan perubahan merek “Kido” 
dengan merek baru sebagai gantinya kepada pengawas obat dan 
makanan di Jakarta melalui surat tertanggal 24 OKtober 2001 No. 
018/KX-SBC/X/01 
- Bahwa tergugat telah memberikan intruksi kepada MATARI 
ADVERTESING diJakarta melalui surat tertanggal 23 Oktober 
2001 No. 702/Kx-Mrk/X/01 untuk menghentikan penayangan iklan 
coklat kido paling lambat tanggal 29 Oktober 2001, baik 
penayangan di Media Televisi maupun di Media cetak. 
- Bahwa tergugat telah memberikan instruksi kepada PT Marga 
Nusanarar Jaya di Jakarta melalui surat tertanggal 12 Desember 
2001 No.005/Kx.GB.VII/XII/01 untuk menarik seluruh produk 
coklat merek Kido diseluruh wilayah Indonesia. 
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah menanggapi aspirasi 
Penggugat serta telah pula melaksanakan saran-saran Bapak Menteri 
Yacob Nuwa Wea yang bertindak sebagai mediator untuk 
menjembatani penyelesaian secara damai antara Penggugat dan 
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Tergugat mengenai pemakaian serta hasil-hasil coklat dengan merek 
“KIDO”. 
8. Bahwa itikad  baik Tergugat secara jelas telah tertuang dalam 
tindakannya yang begitu cepat dan intensif yaitu antara lain dengan 
menghentikan seluruh pemasaran dan pembuatan hasil-hasil coklat 
dengan merek “Kido” serta merubah  merek “Kido” dengan merek 
lain yaitu “Kokat” sehingga patut dipertanyakan apakah motivasi 
Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata yang tergugat nilai 
sangat berlebihan.  
9. Bahwa  sekaligus Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat 
dan secara tegas Tergugat tidak pernah mengetahui arti KIDO dalam 
bahasa Manggarai-Flores, demikian pula ditegaskan oleh Bapak Jacob 
Nuwa Wea yang bertindak sebagai penengah kasus ini secara tegas 
mengtakan tidak tahu arti “Kido” dalam bahasa Manggarai-Flores. 
Dan bahkan seluruh lapisan masyarakat  Indonesia maupun seluruh 
lapisan masyarakat dunia tidak mengetahui arti Kido dalam bahasa 
Manggarai-Flores, karena bahasa tersebut tidak dikenal luas oleh 
masyarakat Indonesia maupun komunitas dunia, akan tetapi hanya 
dipakai secara terbatas oleh masyarakat Manggarai-Flores. 
10. Bahwa jika Penggugat konsisten dengan  dalil-dalilnya, maka sudah 
selayaknya Penggugat mengajukkan gugatan terhadap beratus-ratus 
bahkan memberikan beribu-ribu produsen baik yang berada di 
Indonesia maupun diseluruh dunia untuk pemakaian kata KIDO 
 ciii  
maupun seluruh elemen-elemen huruf KID karena merupakan suatu 
bentuk penghinaan/pelecehan bagi Penggugat. 
11. Bahwa Penggugat perlu pula melarang serta menggugat pemerintah 
Inggris dan seluruh Negara-negara di dunia yang menggunakan 
bahwa Inggris untuk menghapus kata-kata KID dalam perbehendaraan 
kata-kata serta dalam kamus bahasa Inggris mengganti istilah KID 
(yang berarti anak-anak ) menggantinya dengan  istilah lain yang 
tidak mengandung kata-kata Kid, karena hal tersebut dapat 
melecehkan dan menghina bahasa daerah Penggugat. 
12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas menolak untuk menyatakan 
permohonan maaf kepada Penggugat/ masyarakat  suku Manggarai –
Flores dimananpun berada, baik di Indonesia maupun diluar negeri. 
13. Bahwa untuk selanjutnya sekali lagi tergugat menyangkal dan 
menolak seluruh isi gugatan Penggugat kecuali apa secara tegas 
diakuinya, yaitu bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad buruk sama 
sekali dalam pemasaran dan peredaran hasil-hasil coklat dengan 
merek Kido. Berdasarkan fakta yuridis  diatas telah terbukti bahwa 
tergugat telah mentaati seluruh persyaratan-persyaratan  dan 
permintaan penggugat serta telah menghormati dan melaksanakan 
seluruh usulan-usulan yang disampaikan oleh Bapak Jacob Nuwa 
Wea yang bertindak sebagai mediator/penegah dalam sengketa antara 
Penggugat dan Tergugat.                 
Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (MARI) No:1 tahun 2002  tentang gugatan 
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kelompok, Penggugat telah mengadakan revisi atau perubahan gugatan 
perbuatan melawan hukum, bertanggal 12 Agustus 2002 Nomor : 
045/DK/VII/2002 dan atas perubahan gugatan  tergugat mengajukan gugatan 
bertanggal 29 Agustus 2002. 
Dalam  pengajuan revisi gugatan  tersebut majelis hakim menjatuhkan 
penetapan tertanggal 22 Agustus 2002 Nomor : 18/Pdt.G/2002/PN.Skh yang 
amarnya : 
   MENETAPKAN 
“Menyatakan sah menurut hukum pengajuan prosedur gugatan 
perwakilan kelompok para Penggugat”  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memberikan pertimbangan 
hukum yaitu sebagai berikut : 
 DALAM PROVISI: 
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan dalam provisi agar 
Tergugat menghentikan produksi dan menarik  dari peredaran produk coklat 
merek KIDO ; 
Menimbang, bahwa dari fakta sidang terbukti Tergugat berdasarkan 
bukti bertanda T.8 telah mengganti merek produksi coklat, berdasarkan bukti 
bertanda T.10  Tergugat telah mengadakan penarikkan produk cokelat merek 
KIDO dari pasaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang 
diajukan oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan, karena itu 
tuntutan dimaksud harus dinyatakan ditolak ; 
DALAM POKOK PERKARA 
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Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana 
diuraikan didepan ; 
 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok 
sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan tentang keberatan Tergugat atas perubahan gugatan yang 
diajukkan oleh Penggugat serta penetapan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, 
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : 
a) Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah atas 
perintah Majelis Hakim ; 
b) Bahwa perintah tersebut didasarkan pada: 
- Gugatan Penggugat adalah termasuk kategori gugatan perwakilan 
kelompok; 
- Sebagai pedoman dalam gugatan perwakilan kelompok adalah Perma No. 
1 tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2002; 
- Bahwa Perma No. 1 tahun 2002 diterima Majelis Hakim pada saat 
pemeriksaan perkara ini sudah berlangsung dan sudah dalam tahap jawab 
jinawab; 
- Berpegang pada azas peradilan yang efektif dan efisien (cepat, sederhana 
dan murah) dengan sejauh mungkin beracara menyesuaikan Perma No. 1 
tahun 2002. 
c) Bahwa perintah majelis hakim untuk mengadakan perubahan gugatan 
adalah dimaksudkan hanya khusus untuk membuat terang persoalan tentang 
pemenuhan persyaratan formal suatu gugatan perwakilan kelompok seperti 
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dimaksud Pasal 3 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1 
tahun 2002 
d) Bahwa dikarenakan perubahan gugatan itu berlaku secara khusus (terutama 
menjelaskan tentang identitas lengkap dan jelas wakil kelompok serta 
definisi kelompok), maka terhadap perubahan-perubahan selebihnya majelis 
hakim berpendapat tidak  perlu dipertimbangkan karena hal itu merugikan 
kedudukan tergugat dalam rangka mempertahankan hak dan 
kepentingannya. Jadi terhadap perubahan-perubahan lainnya selain secara 
khusus disebutkan diatas, harus dinyatakan tidak berlaku dan Majelis hakim 
tetap pegang pada dalil-dalil dalam gugatan awal ; 
Menimbang seterusnya, bahwa pokok sengketa yang didalihkan oleh 
Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 
yaitu “secara sengaja menyebarkan hal-hal yang menyinggung rasa kesopanan 
dan kesusilaan suku masyarakat Manggarai-Flores NTT” (vide: gugatan awal 
point :9) 
Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada bukti Penggugat bertanda 
P-7, P-8a, b, c, d tersebut pada gugatan awal point angka 8 dan 9, ternyata 
berproduksi Tergugat berupa coklat merek KIDO masih beredar luas 
dipasaran; 
Menimbang, bahwa pemahaman menurut ketentuan hukum, 
perkembangan doktrin hukum serta yurisprudensi, suatu perbuatan dipandang 
sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur yaitu : 
a) Ada perbuatan ; 
b) Ada kesalahan ; 
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c) Ada kerugian dan  
d) Ada hubungan kualitas antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan 
; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan dalam perkara ini 
berdasarkan jawaban Tergugat, bukti-bukti surat serta keterangan saksi 
Tergugat Eko Sandjoyo terbukti, bahwa benar Tergugat adalah produser yang 
memasarkan produk coklat merek “KIDO”, persoalannya adalah (pada unsur 
kedua) apakah perbuatan Tergugat mengandung unsur kesalahan? ; 
Menimbang, bahwa suatu perbuatan itu dipandang mengandung unsur 
kesalahan bukanlah semata menganut begitu saja kesalahan dalam hukum 
pidana yang meliputi  kesengajaan/ delik dolus ataupun kealpaan, meskipun 
seorang yang melakukan tindak pidana apakah itu sengaja atau culpa sudah 
pasti melakukan perbuatan melawan hukum. 
Menimbang, bahwa terbukti benar coklat merek KIDO diproduksi dan 
dipasarkan Tergugat. kata KIDO menurut pemahaman masyarakat suku 
Manggarai-Flores NTT mengandung arti bersenggama/ bersetubuh/ hubungan 
kelamin/seksual antara seorang wanita dengan seorang wanita dengan seorang 
laki-laki yang terikat dalam suatu lembaga perkawinan yang sah menurut 
agama, adat istiadat dan kepercayaan masing-masing dan hukum perkawinan 
nasional, karena itu pencantuman merek KIDO dan memasarkannya secara 
bebas menurut masyarakat manggarai Flores dipandang sebagai tindakan yang 
bertentangan dengan adat istiadat, kesopanan dan kesusilaan bagi masyarakat 
suku Manggarai-Flores, Persoalannya adalah apakah perbuatan tergugat yang 
memproduksi dan memasarkan di pasaran bebas coklat merek kido itu dapat 
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dipersalahkan dalam konteks perbuatan melawan hukum? Berikut ini majelis 
hakim mempertimbangkan : 
a) Bahwa sebagai suatu bangsa yang berwawasan nasional kenusantaraan 
adalah suatu kenyataan, bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri 
dari berbagai pulau bersuku-suku yangberadat istiadat berbeda; 
b) Adalah menjadi suatu komitmen besar bagi bangsa Indonesia sebagaimana 
telah diwujudkan sebagai tonggak pemersatu bangsa oleh para pendiri 
republik ini (Foundhing Father) bahwa diantara suku-suku bangsa tetap 
bersatu dalam kebhinekaan, saling menghargai, menghormati adat istiadat, 
kebiasaan, saling menghargai, menghormati adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan serta norma-norma lainnya itu tidaklah berlaku pembenaran 
bahwa masyarakat suku yang satu memaksakan secara sepihak kepada 
masyarakat suku diluarnya atau pihak lain diluar masyarakat sukunya 
supaya paham dan tahu adapt istiadat, kebiasaan-kebiasaan serta norma-
norma lain yang berlaku bagi masyarakat sukunya; 
c) Bahwa penghargaan, penghormatan terhadap adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan serta norma-norma lainnya tidaklah berlaku pembenaran bahwa 
masyarakat suku yang satu memaksakan secara sepihak kepada masyarakat 
suku diluarnya atau pihak lain diluar masyarakat sukunya supaya paham 
dan tahu adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan serta norma-norma lainnya yang 
berlaku bagi masyarakat sukunya ; 
d) Bahwa dalam perkara ini adalah jelas, tergugat sebagai pihak di luar 
masyarakat suku Manggarai-Flores tidak tahu, tidak paham apa arti kata 
KIDO menurut paham Penggugat ; 
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e) Bahwa setelah beberapa waktu coklat merek KIDO diproduksi dan 
dipasarkan oleh Tergugat ternyata mendapatkan reaksi dari Penggugat 
melalui surattnya bertanggal 11 Oktober 2001 yang kemudian oleh 
Tergugat ditindaklanjuti dengan surat bertanggal 24 Oktober 2001 dengan 
penjelasan : 
· Tergugat mengajukan merek baru sebagai pengganti coklat merek 
KIDO (produk P.7/T.12,T.8) 
f) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2001 sebagai tindak lanjut berikutnya, 
tergugat telah mengirim surat kepada advertensi agar menghentikan iklan 
coklat merek KIDO dari media cetak maupun elektronik (produk T.9) 
g) Bahwa selanjutnya dengan surat bertanggal 12 Desember 2001, Tergugat 
mohon kepada GM PT Marga Nusantara Jaya selaku distributor coklat 
merek KIDO supaya program penarikan barang lebih diintensifkan. Oleh 
GM PT. Marga Nusantara Jaya dengan suratnya bertanggal 20 Desember 
2001 dijawab bahwa penarikan barang telah dilaksanakan dan mengalami 
kendala banyak pelanggan yang tutup karena libur panjang Idul Fitri, Natal, 
dan Tahun Baru (Produk T.10 dan T.11) ; 
h) Bahwa kendati telah diupayakan penarikan barang dari pasaran bebas, 
terbukti samapai dengan 1 April 2002 masih kedapatan barang beredar 
dipasaran bebas (Produk P.9 menunjuk dipasar swalayan Hero, Manggarai, 
Jakarta) ; 
Menimbang, bahwa produksi dan peredaran coklat merek KIDO yang 
mendapatkan reaksi dari Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2001 selanjutnya 
direspon secara positif oleh tergugat pada tanggal 24 Oktober 2001 dengan 
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mengganti merek dan selanjutnya melakukan penghentian iklan via media 
massa tanggal 23 OKtober 2001 serta melakukan penarikan barang dari pasar 
melalui distributor pada tanggal 12 Desember 2001, majelis hakim berpendapat 
bahwa sikap atau tindakan tergugat itu menunjukkan sebagai sikap atau 
tindakan yang berkonotasi positif sebagai wujud penghargaan dan 
penghormatan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat Suku 
Manggarai-Flores ; 
Menimbang, bahwa sekalipun tergugat telah berupaya melakukan 
penarikan barang ternyata sampai dengan bulan april 2002 barang masih 
beredar dipasaran, apakah terhadap kenyataan ini tergugat dapat  
dipersalahkan?  
Berikut ini majelis hakim mempertimbangkan : 
- Bahwa benar penarikan penarikan barang mengalami hambatan 
dikarenakan para pelanggan banyak yang tutup menghadapi liburan idul 
fitri, natal dan tahun baru ; 
- Bahwa kenyataan tersebut menurut majelis hakim adalah berada diluar 
kemampuan tergugat dan adalah sangat berlebihan menuntut kepada 
tergugat untuk menelusuri samapai ke pertokoan, kios-kios kecil untuk 
melakukan penarikan lagi pula dalam dunia perdagangan persoalan 
tentang itu oleh tergugat sebagai produser telah mempercayakan kepada  
distributor ; 
 Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas 
majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat tidak mengandung unsur 
kesalahan dalam konteks perbuatan melawan hukum dilapangan keperdataan ; 
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  Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesalahan, maka 
perbuatan tergugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum ; 
 Menimbang, selanjutnya oleh karena tidak terbukti tergugat 
melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus 
dinyatakan ditolak dan Penggugat menurut hukum harus membayar biaya 
perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; 
 Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-
undang Nomor :39 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan 
dengan perkara ini ; 
MENGADILI 
DALAM PROVISI 
· Menolak tuntutan provisi Penggugat ; 
DALAM POKOK PERKARA 
· Menolak gugatan penggugat; 
· Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar                         
Rp. 140.500,- (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) 
2. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH 
Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut 
diatas, dimana Penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan 
Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Dimana putusan Pengadilan Tinggi Jawa 
Tengah  didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut 
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Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dari 
kuasa Penggugat/ pembanding diajukkan dalam tenggang waktu  dan menurut 
cara-cara yang telah sesuai dengan undang-undang, maka permohonan 
banding tersebut dapat diterima ; 
Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi membaca dan 
memperhatikan berita acara persidangan, keterangan para saksi dibawah 
sumpah, surat-surat bukti dan pertimbangan-pertimbangan hokum serta  
putusan pengadilan negeri Sukoharjo  tanggal 7 Nopember 2002 Nomor : 18 
pdt.G/2002/PN. Skh dan memeperhatikan pula memori banding dan kontra 
memori banding dari para pihak berpekara dengan secara teliti dan seksama, 
maka pengadilan tinggi yang berkesimpulan bahwa pertimbangan-
pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim tingkat pertama yang 
dijadikan dasar untuk mengambil putusan sudah tepat dan benar oleh karena 
itu pertimbangan-pertimbangan hokum tersebut diambil alih dan dijadikan 
pertimbangan hokum pengadilan tinggi  sendiri dalam memutus perkara 
tersebut ditingkat banding, dengan demikian maka putusan pengadilan negeri 
sukoharjo tanggal 7 nopember 2002 nomor : 18/Pdt.g/2002 dapat dikuatkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/pembanding tetap dipihak 
yang kalah  dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar perkara pada 
kedua tingkat peradilan ; 
Mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal perundang-undangan 
dan  peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini : 
MENGADILI 
- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat/Pembanding. 
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- Menguatkan putusan pngadilan negeri Sukoharjo tanggal 7 Nopember 2002 
Nomor : 18/Pdt.G/2002/Pn. Skh yang dimohonkan banding tersebut. 
- Menghukum Penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara  pada 
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat 
banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; 
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI : 
Penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah di Semarang 
tersebut diatas, dimana Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke 
Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori 
bandingnya yang   pokoknya sebagai berikut : 
A. Judex Factie tidak menggali hukum yang hidup dalam masyarakat : 
1. Bahwa putusan Judex Factie sama sekali kurang mempertimbangkan 
secara cermat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor !4 tahun 1970 
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 
menyebutkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ; 
2. Bahwa atas kewajiban hukum judex factie tersebut butir (1) diatas, guna 
menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai dari norma-norma suatu masyarakat/etnik/suku tertentu, maka judex 
factie sudah sepantasnya memberikan interprestasi obyektif dengan 
memperhatikan secara cermat tuntutan dan nilai-nilai yang hidup dalam 
setiap masyarakat termasuk suku Manggarai-Flores NTT. Bahwa dari 
perspektif budaya, masyarakat Manggarai sangat menabukan kata “KIDO” 
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untuk ditulis dan diucapkan disembarang waktu dan tempat ; 
3. Bahwa selain gugatan yang bersumber pada nilai-nilai (norma-norma) yang 
hidup dalam masyarakat tersebut butir (1) dan (2) diatas juga bersumber 
pada hukum formal (undang-undang) untuk melakukan tuntutan hokum 
kepada produsen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, yang tidak 
hanya terbatas pada kerugian material tetapi juga mencakup kerugian 
bersifat immaterial. Sebagai konsumen, pemohon kasasi mendapat 
perlindungan hokum yang diatur dalam undang-undang Nomor : 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen yang dalam pasal 45 ayat (1) 
menyebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku 
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen  yang dirugikan dan pelaku atau melalui peradilan yang berada 
dilingkungan Peradilan Umum ; 
4. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Pemohon kasasi tersebut butir (3) 
diatas adalah rasa malu akibat tindakan Termohon Kasai yang 
merendahkan harkat dan martabat masyarakat Manggarai-Flores NTT 
dengan sengaja membiarkan produk coklat bermerek KIDO beredar luas 
ditengah-tengah masyarakat. Atas kerugian immaterial tersebut, maka 
Masyarakat Manggarai-Flores NTT mengharapkan Termohon kasasi  
segera menarik kembali seluruh produk cokelat bermerek KIDO dari 
peredarannya setelah diberitahu oleh pemohon kasasi ; 
5. Bahwa selain judex factie tidak mempertimbangkan aspek hukum tersebut 
butir (1),(2),(3) dan (4) diatas, judex factie juga kurang cermat 
mempertimbangkan tuntutan perbuatan melawan hukum dari pemohon 
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kasai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bahwa substansi gugatan 
pemohon kasasi dititik beratkan pada perbuatan melawan hukum yakni 
kesengajaan dan kelalaian termohon kasasi/terbanding/tergugat/PT. 
Konimex yang tidak melakukan penarikan produk cokelat KIDO yang 
menjadi obyek sengketa dari tengah-tengah masyarakat. Penarikan yang 
dilakukan termohon kasasi seperti yang diungkapkan dalam bukt termohon 
kasasi seperti yang diungkapkan dalam bukti  termohon kasai T.10 
tertanggal 20 Desember 2001, tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa 
termohon kasai telah beritikad baik melakukan penarikan coklat KIDO, 
sebab sampai pada tingkat pemeriksaan bukti dan saksi dipersidangan, 
setidaknya sampai pada bulan April 2003 pemohon kasai masih 
menemukan cokelat bermerek KIDO dikios-kios dan outlet-outlet 
supermarket sebagaimana diungkapkan dalam bukti 09 Pemohon kasasi/ 
Pembanding/Penggugat; 
6. Bahwa mengacu pada substansi gugatan perbuatan melawan hokum dan 
kenyataan dilapangan tersebut butir (5) diatas, maka pertimbangan hokum 
yudex factie peradilan tingkat pertama halaman 63 putusan menyatakan 
gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah tidak menemukan 
unsur kesalahan sehingga tergugat tidak dapat dimintakan 
pertanggungjawaban hukum atas kerugian immaterial yang dialami 
penggugat adalah pertimbangan bertentangan ketentuan Pasal 1365 
KUHPerdata serta doktrin ilmu hukum, oleh karena itu pertimbangan judex 
factie tersebut diharus dinyatakan tidak dapat diterima ; 
B. Judex Factie lalai menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara a quo. 
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1. Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat 
unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 
KUHPerdata yang menurut doktrin ilmu hukum terdiri atas 4 (empat) 
unsur utama yang satu sama lain saling terkait dan utuh, yaitu : a. ada 
perbuatan, b. ada kesalahan, c. ada kerugian, dan d. ada hubungan 
kasualitas antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan; 
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie butir (1) di atas kurang tepat 
dijadikan dasar pertimbangan, karena Judex Factie hanya           
menggunakan penafsiran sempit mengenai unsur “kesalahan” 
Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/PT. Konimex. Sebagai lembaga 
yang berwenang menemukan hukum, Judex Factie harus dapat 
memberikan penafsiran yang lebih luas. Yakni harus dapat 
mengungkapkan makna tersirat “kesalahan” sebagai suatu bentuk 
tindakan “kesengajaan dan kelalaian”, sehingga pelakunya dapat diminta 
pertanggungjawaban hukum. Rachman Setiawan, SH dalam bukunya 
“Tinjauan Elementer PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, Penerbit 
Alumni Bandung, 1982, hal. 27. Oleh karena itu Pemohon Kasasi 
beranggapan Termohon Kasasi telah memenuhi unsur kesalahan meliputi 
“kesengajaan dan kelalaian” sehingga dapat diminta pertanggungjawaban 
secara hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon 
Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan 
pertimbangan hukum Judex Factie dengan menggali hukum yang hidup 
dalam masyarakat Manggarai sehingga memenuhi tuntutan keadilan dan 
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kebenaran hukum masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT dimanapun 
mereka berada; 
3. Bahwa adapun tindakan/perbuatan Termohon Kasasi telah memenuhi 
unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut : 
a. Unsur Ada Perbuatan 
Bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja dan/atau lalai membiarkan 
produk cokelat “KIDO” untuk tetap beredar di tengah-tengah masyarakat, 
kendati Termohon Kasasi telah mengetahui/memahami kata “KIDO” bagi 
masyarakat Manggarai – Flores NTT adalah sesuatu yang sangat tabu ditulis dan 
diucapkan disembarangan waktu dan tempat. Tindakan Termohon Kasasi 
dengan membiarkan tetap beredarnya cokelat “KIDO” merupakan wujud 
sikap/tindakan yang menyepelekan harkat dan martabatnya yang menimbulkan 
rasa malu di kalangan masyarakat Manggarai – Flores NTT; 
b. Unsur Ada Kasalahan 
Bahwa kesalahan Termohon Kasasi dapat terlihat dari fakta-fakta sebagai 
berikut : 
1. Termohon Kasasi sebenarnya tidak pernah melakukan penarikan 
nyata atas cokelat bermerek “KIDO” dari pasar. Laporan 
penarikan tanggal 20 Desember 2001 (lihat bukti T-10) hanya 
merupakan rekayasa Termohon Kasasi agar secara hukum dapat 
dinilai Termohon Kasasi telah beritikad baik, sehingga tidak dapat 
dipermasalahkan untuk mempertanggungjawabkan kesengajaan 
dan kelalaiannya itu kepada Pemohon Kasasi; 
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2. Tidak ada bukti yang meyakinkan secara hukum bahwa Termohon 
Kasasi telah melakukan penarikan dari pasar. Karena bukti T-10 
Termohon Kasasi bertentangan dengan kenyataan sebenarnya di 
lapangan yaitu produk cokelat “KIDO” masih beredar luas di 
tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
bukti T-9 Pemohon Kasasi. Dengan demikian Termohon Kasasi 
terbukti bersalah tidak melakukan penarikan kembali coklat 
bermerek “KIDO” dari pasar; 
c. Unsur ada kerugian. 
Bahwa Pemohon Kasasi mengalami kerugian immaterial berupa rasa malu, 
terhina, direndahkan harkat dan martabat masyarakat Manggarai yang besarnya 
tidak ternilai dengan nilai materi. Namun demi kepentingan dan kepastian 
hukum Termohon Kasasi mengharapkan kompensasi atas kerugian tersebut 
dalam bentuk permintaan maaf atas kesengajaan dan atau kelalaian Termohon 
Kasasi tidak dengan sungguh-sungguh melakukan penarikan cokelat “KIDO” 
yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat; 
d. Unsur Ada Hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dan Kerugian. 
Bahwa sangat jelas, Masyarakat Manggarai merasa tersinggung, dilecehkan, 
diremehkan oleh sikap Termohon Kasasi dengan sengaja membiarkan produk 
cokelat “KIDO” tetap beredar sampai semua produk terjual habis di pasar. 
Tindakan Termohon Kasasi tersebut benar-benar merendahkan harkat dan 
martabat Masyarakat Manggarai – Flores Nusa Tenggara Timur. 
C. Judex Factie Melampaui Batas Kewenangan 
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1. Bahwa Judex Factie telah bertindak melampaui kewenangan dalam 
mengemukakan pertimbangan hukum bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung yang berbunyi : “Mahkamah Agung dalam tingkat 
kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari 
semua lingkungan peradilan karena : a. tidak berwenang atau melampaui 
batas wewenang”; 
2. Melampaui batas wewenang tersebut butir (1) di atas meliputi : 
a. Pertimbangan Judex Factie halaman 61 huruf c putusan yang 
menyatakan “penghargaan, penghormatan terhadap adat istiadat, 
kebiasaan-kebiasaan serta norma-norma lainnya itu tidaklah berlaku 
pembenaran bahwa masyarakat suku yang satu memaksakan secara 
sepihak kepada masyarakat suku diluarnya atau pihak lain di luar 
masyarakat sukunya supaya paham dan tahu adat-istiadat, kebiasaan-
kebiasaan dan norma-norma lain yang berlaku bagi masyarakat 
sukunya”; 
b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie butir (2) huruf a di atas 
sangat subyektif dan menyesatkan yakni mengingkari hal-hal yang 
benar-benar nyata (konkret) di dalam kesatuan Republik Indonesia 
yakni adanya keseragaman etnik (ras), adat istiadat, bahasa, 
kebiasaan-kebiasaan dan lain-lain kekayaan budaya daerah sebagai 
pilar utama pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Kebudayaan Nasional, Adat Istiadat Nasional dan lain-lain. Fakta-
fakta berupa kekayaan budaya setiap daerah inilah yang wajib 
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dihormati setiap pihak sebagai wujud konkret identitas bangsa 
Indonesia; 
c. Bahwa pertimbangan Judex Factie butir (2) huruf b di atas juga 
menurut hemat Pemohon Kasasi adalah suatu fakta dan keadaan yang 
harus dihormati oleh siapapun juga. Terlepas dari fakta dan kenyataan 
itu, PT. Konimex sebenarnya secara sadar dan telah memahami 
makna kata “KIDO”, sehingga PT. Konimex telah mengganti dengan 
nama lain (lihat bukti T-8). Namun, penghargaan dan penghormatan 
itu tidak disertai dengan tindakan nyata dan bersungguh-sungguh 
untuk melakukan penarikan cokelat bermerek “KIDO” dari seluruh 
pasar, (lihat bukti P-9). Fakta-fakta tersebut merupakan dasar alasan 
masyarakat Suku Manggarai melakukan gugatan perbuatan melawan 
hukum terhadap PT. Konimex, bukan bermaksud memaksakan 
kehendak untuk memahami budaya masyarakat Manggarai – Flores 
NTT, melainkan meminta PT. Konimex untuk bertanggung jawab 
secara moral demi terjalin rasa persaudaraan dalam kebhinekaan 
budaya. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie di atas 
merupakan pertimbangan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah 
Agung RI; 
d. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 62 alinea terakhir dan 
halaman 63 baris pertama dan kedua putusan yang menyatakan 
“bahwa benar penarikan barang mengalami hambatan dikarenakan 
banyak pelanggan yang tutup menghadapi liburan Idul Fitri, Natal dan 
Tahun Baru. Kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim adalah 
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berada di luar kemampuan Tergugat dan sangat berlebihan menuntut 
kepada Tergugat untuk menelusuri sampai ke pertokoan, kios kecil 
untuk melakukan penarikan. Lagi pula dalam dunia perdagangan 
persoalan tentang itu oleh Tergugat sebagai produsen telah 
mempercayakan kepada distributor; 
e. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut butir (2) huruf d di 
atas menurut hemat Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang 
kurang didasari oleh suatu kenyataan dan fakta yang terbukti di dalam 
persidangan dengan alasan sebagai berikut : 
1. Tidak mempunyai hubungan substansi antara hari Raya dengan 
penarikan tersebut. Termohon Kasasi tidak mampu menunjukkan 
bukti akurat dan objektif yang benar-benar meyakinkan secara 
hukum bahwa Tergugat telah melakukan upaya penarikan 
terhadap produk coklat bermerek “KIDO”. Penarikan yang 
dilakukan oleh PT. Marga Nusantara Jaya sebagaimana 
diungkapkan dalam bukti T-10 sebenarnya tidak lebih dari sebuah 
rekayasa hukum untuk membuktikan Tergugat telah beritikad 
baik, dengan demikian hambatan penarikan yang berbenturan 
dengan hari-hari raya dianggap diluar kemampuan/kehendak 
Tergugat sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban 
hukum. Upaya-upaya lain masih sangat terbuka dan obyektif 
apabila Tergugat beritikad baik dalam melakukan penarikan 
cokelat bermerek “KIDO” yaitu dengan mengadakan 
pengumuman penarikan sarana media massa; 
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2. Bahwa apabila alasan liburan hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun 
Baru yang menghambat penarikan produk cokelat “KIDO” 
mengapa Termohon Kasasi tidak melakukan penarikan kembali 
setelah mengadakan perayaan hari-hari raya tersebut? Sedangkan 
bukti T-10 menunjukkan Termohon Kasasi telah melakukan 
penarikan seluruh produk cokelat bermerek “KIDO”, dengan 
demikian semua barang-barang yang beredar di pasar telah ditarik 
kembali. Sedangkan kenyataannya barang-barang tersebut masih 
beredar di pasar sebagaimana bukti P-9 Pemohon Kasasi dan 
keterangan-keterangan saksi di dalam persidangan. Dengan 
demikian Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai itikad 
dan kehendak yang baik untuk menarik seluruh produk cokelat 
“KIDO” tersebut; 
3. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan “… lagi pula 
dalam dunia perdagangan persoalan tentang itu oleh Tergugat 
sebagai produsen telah mempercayakan kepada disributor.” 
Pertimbangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia 
perdagangan. Dalam lalu lintas perdagangan umumnya distributor 
hanya berperan sebagai penyalur peredaran barang dari produsen 
kepada agen-agen sebelum sampai pada konsumen terakhir yang 
mengkonsumsi barang yang masih beredar di pasar-pasar tetap 
berada dalam tanggung jawab produsen; 
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f. Bahwa alasan terbentur dengan perayaan hari-hari raya tidak dapat 
dibenarkan karena bertentangan dengan kondisi yang ada di lapangan. 
Kondisi-kondisi tersebut meliputi : 
1. Perayaan  hari raya idul fitri tahun 2001 jatuh pada tanggal 16-17 
Desember 2001. Perayaan natal tanggal 25 Desember 2001 dan 
tahun baru tanggal 1 Januari 2001 liburan-liburan tersebut hanya 
berlangsung tiga hari ; 
2. Termohon kasasi melalui distributornya berdasarkan surat 
perintah termohon kasasi tertanggal 12 Desember 2001 No. 
005/KX-GB-VII/01 (bukti T-10) dan baru diterima pada tanggal 
13 Desember 2001 untuk melakukan penarikan cokelat bermerek 
KIDO dari pasar diseluruh Indonesia ; 
3. Hal yang tidak mungkin distributor melakukan penarikan tanpa 
persiapan pada tanggal 13 Desember 2001 sejak menerima surat 
perintah Termohon tersebut diatas ; 
4. Termohon kasasi efektif melakukan penarikan maksimal 2 (dua) 
hari kerja yaitu tanggal 14 dan 19 Desember 2001, sebab antara 
tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2001 pekerja ataupun 
toko-toko, kios-kios sudah berlibur merayakan hari raya Idul Fitri 
yang dilaporkan Termohon kasasi pada tanggal 20 Desember 
2001. Dengan demikian termohon kasasi terbukti yakni memiliki 
itikad baik untuk melakukan penarikan cokelat bermerek KIDO 
oleh karena itu Termohon kasasi harus dinyatakan bersalah dan 
bertanggungjawab atas setiap kesalahannya ; 
 cxxiv  
5. Jangkauan pemasaran/peredaran cokelat bermerek KIDO tersebar 
luas diseluruh wilayah Indonesia. Karena itu sangat tidak rasional 
dikatakan Termohon Kasasi telah bekerja dengan sungguh-
sungguh hanya dalam tempo tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja 
tersebut butir (4) diatas; 
6. Apabila termohon kasasi benar-benar beritikad baik mengingat 
hambatan terbentur dengan hari raya, maka dapat diterima baik 
jika termohon kasasi melakukan pengumuman melakukan media 
massa dan diadakan penarikan lagi setelah liburan tahun baru 
tanggal 1 Januari 2001. 
Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasai ini, dalam 
putusannya menilai bahwa Putusan Judex Facti - Pengadilan Negeri 
Sukoharjo dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang  tidak salah 
menerapkan hukum terhadap perkara ini, sehingga putusannya Judex facti a 
quo dikuatkan oleh Mahkamah Agung. 
Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh 
pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut : 
Bahwa alasan-alasan pada huruf A sampai dengan  C tersebut tidak 
dapat dibenarkan, sebab Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 
1. Bahwa tergugat tidak mengetahui kata KIDO berarti senggama yang 
tabu dibicarakan dimuka umum ; 
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2. Oleh karena tidak tahu, maka tidak ada maksud/kesengajaan untuk 
menggunakan bagi produk cokelat untuk konsumen anak-anak sehingga 
tidak didapati unsure melawan hukum ; 
3. Selain itu judex Factie tidak melampaui batas wewenangnya didalam 
membuat pertimbangan hukum; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula 
ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara itu tidak bertentangan 
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang 
diajukan oleh pemohon kasasi Ikatan Masyarakat Manggarai Flores NTT 
Indonesia tersebut harus ditolak ; 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari permohonan 
kasasi ditolak, maka pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini ; 
Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang Nomor : 4 tahun 
2004 dan undang-undang nomor :14 tahun 1985 sebagaimana yang telah 
diubah dengan undang-undang nomor : 5 tahun 2004 dan peraturan 
perundang-undangan lain yang bersangkutan : 
MENGADILI 
- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ikatan Masyarakat 
Manggarai –Flores NTT Indonesia tersebut ; 
- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 
tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; 
 
                                    B. PEMBAHASAN 
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Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan Putusan Banding 
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta Putusan Kasasi  oleh Mahkamah 
Agung tentang pengajuan gugatan merek “KIDO” oleh Masyarakat 
Manggarai-Flores NTT Indonesia ke Pengadilan Negeri Sukoharjo 
 
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menolak gugatan  
yang diajukan Ikatan Masyarakat Manggarai Flores-Nusa Tenggara Timur 
(NTT) berkaitan dengan sengketa antara masyarakat Manggarai Flores-Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dengan PT Konimex mengenai masalah produk yang  
PT Konimex yaitu coklat merek “Kido”, dimana dalam bahasa suku 
Manggarai Flores- Nusa Tenggara Timur (NTT) berarti bersenggama atau 
bersetubuh. 
Apabila dikaji secara mendalam pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sukoharjo berkaitan dengan pengajuan gugatan 
Masyarakat Manggarai-Flores NTT Indonesia dapat diuraikan 
secara tersistematisasi sebagai berikut : 
a. Pengadilan Sukoharjo mempunyai wewenang memeriksa perkara ini. 
  Majelis Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya secara umum 
tidak mempertimbangkan kompetensi absolut dari penyelesaian sengketa 
merek yang menurut Undang-undang Nomor :15 tahun 2001 tentang Merek 
berada dalam kompetensi Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam perkara ini 
Masyarakat Manggarai-Flores NTT Indonesia selaku Penggugat  
mengajukan gugatan terhadap PT Konimex  berkaitan tentang sengketa 
merek produk coklat merek KIDO. Dengan tidak memberikan secara rinci 
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pertimbangan mengenai kompetensi absolut terhadap pengajuan gugatan  
sengketa merek KIDO yang diajukan oleh masyarakat Manggarai-Flores 
NTT Indonesia sehingga dapat dianggap bahwa Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Sukoharjo berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo 
mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan 
oleh masyarakat Manggarai-Flores NTT Indonesia. 
Pertimbangan Majelis Hakim disini sepertinya tidak melihat dan 
menyampingkan Pasal 63 Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang 
Merek, dimana ditentukan bahwa penghapusan pendaftaran merek 
berdasarkan sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat 
pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan 
Niaga”. Disamping itu  juga dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-undang 
Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan secara tegas “Gugatan 
pembatalan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kepada 
Pengadilan Niaga”. Apabila kedua pasal tersebut ditafsirkan secara 
sisitematis akan terlihat jelas bahwa Undang-undang telah memberikan 
kewenangan absolut kepada Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan 
sengketa merek 
Selain itu apabila kita menafsirkan sistematis seluruh pasal dalam 
Undang-undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang merek terlihat bahwa 
sengketa merek hanya meliputi penghapusan merek yang diatur dalam              
Pasal 61 sampai dengan Pasal 67  dan pembatalan merek yang diatur dalam 
Pasal 68 sampai dengan Pasal 72, yang mana tidak diperhatikan pula oleh  
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Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sehingga tetap memeriksa 
perkara ini. 
Meskipun apabila dilihat dalam gugatan Penggugat tidak meminta 
dalam petitumnya untuk penghapusan merek ataupun pembatalan merek. 
Namun dali-dalil gugatan Penggugat menjelaskan bahwa pokok 
permasalahan yang merupakan dasar pengajuan gugatan Penggugat adalah 
menyangkut merek. Sedangkan persoalan merek dalam hukum Indonesia 
telah diatur  dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.  
Menurut penulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo  dalam 
menerapkan hukum untuk mempertimbangkan “kewenangan Pengadilan 
Negeri Sukoharjo” memeriksa perkara ini mengarah menerapkan hukum 
apa adanya (Rechtstoepassing) yaitu menempelkan atau memberikan 
tempat suatu peristiwa dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau dengan 
kata lain hakim tidak melakukan rekayasa dan hanya bertindak sebagai 
mulut (corong) undang-undang. apabila dikaitkan dengan teori 
kebebasan hakim, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Sukoharjo menggunakan teori Deklarasi Hukum karena kenyataannya 
kaidah hukum yang mengatur kewenangan absolut telah jelas. Namun tidak 
tepatnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo mengenai 
pandangan terhadap “kompetensi absolut memeriksa perkara ini“ karena  
mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyelesaikan 
perkara merek tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor : 15 
tahun 2001 tentang merek telah jelas mengatur secara khusus penyelesaian 
sengketa merek. Hal ini dikarenakan  Majelis Hakim Pengadilan  Negeri 
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Sukoharjo tidak memperhatikan asas “lex specialist derogat legi generalis” 
yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang lebih 
umum, Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak 
menggunakan Undang-undang   Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek 
yang merupakan peraturan khusus tentang merek sebagai dasar hukum 
untuk memutus perkara sengketa merek KIDO ini,  tetapi menggunakan 
KUHPerdata yang merupakan aturan umumnya dari Perbuatan melawan 
hukum. Dengan berpedoman Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo beranggapan mempunyai 
“kewenangan mengadili”, sehingga dalam putusannya tidak 
mempertimbangkan kompetensi Absolut.  
Apabila dikaitkan dengan Pengadilan Niaga yang pada waktu itu 
sudah terbentuk sebagaimana tersebut dalam Keppres Nomor: 97 Tahun 
1999, dimana Pengadilan Niaga Semarang yang sebenarnya mempunyai 
kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini sudah beroperasi, 
seharusnya perkara tersebut diajukkan ke Pengadilan Niaga Semarang yang 
mempunyai kewenangan mengadili Perkara Merek di wilayah hukum 
Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Keppres Nomor: 97 Tahun 1999 
tersebut. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Sukoharjo tidak perlu dalam putusannya menguraikan dan 
mempertimbangkan pokok perkaran dan seharusnya memutus Gugatan 
tidak dapat diterima (Niet Onvaenkerlijk verklacht (NO)) karena 
Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mempunyai kewenangan mengadili 
perkara sengketa merek KIDO tersebut. 
 cxxx  
 Bahwa putusan sela atas kompetensi absolut dapat diajukan tergugat 
setiap saat sebelum putusan (vide: Pasal 134 HIR) dan Hakim secara ex 
officio harus menyatakan diri tidak berwenang  meskipun tidak diajukan 
eksepsi (vide: 132 Rv.), sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo 
seharusnya memutus dengan amar sebagai berikut: 
MENGADILI 
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang; ------------ 
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar        Rp. 
…………   . ---------------------------------------------------------------- 
b. Gugatan Class Action. 
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo 
mengenai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah atas 
perintah Majelis Hakim  yang  didasarkan untuk membuat terang persoalan 
tentang pemenuhan persyaratan formal suatu gugatan perwakilan kelompok 
seperti dimaksud Pasal 3 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No: 1 tahun 2002 dan dikarenakan perubahan gugatan itu berlaku secara 
khusus (terutama menjelaskan tentang identitas lengkap dan jelas wakil 
kelompok serta definisi kelompok), maka terhadap perubahan-perubahan 
selebihnya majelis hakim berpendapat tidak  perlu dipertimbangkan karena 
hal itu merugikan kedudukan tergugat dalam rangka mempertahankan hak 
dan kepentingannya. Jadi terhadap perubahan-perubahan lainnya selain 
secara khusus disebutkan diatas, harus dinyatakan tidak berlaku dan Majelis 
hakim tetap pegang pada dalil-dalil dalam gugatan awal. 
 cxxxi  
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo 
tentang perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini 
tidak sesuai dengan hukum acara Perdata, dimana dalam Pasal 127 Rv jo 
Pasal 271 Rv telah mensyaratkan bahwa apabila sudah dalan tahapan 
Tergugat telah menjawab gugatan yang diajukan Penggugat, maka apabila 
ada perubahan yang akan dilakukan Penggugat terhadap gugatannya harus 
terlebih dahulu minta persetujuan dari Tergugat. Hal ini dikarenakan 
Tergugat sudah mengetahui bahwa kepentingannya telah diserang dan telah 
membela kepentingan dirinya dengan memberi jawaban. Sedangkan suatu 
perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan dari Tergugat karena 
dengan perubahan itu Tergugat akan dipersulit dalam pembelaan 
selanjutnya dan mungkin akan menimbulkan kerugian baginya. 
Meskipun dalam hal ini perubahan gugatan atas perintah majelis 
hakim karena mendasarkan pada Perma Nomor: 1 tahun 2002 tentang acara 
gugatan perwakilan kelompok, namun seharusnya tetap tidak 
mengesampingkan hukum acara tersebut. Didalam perkara Kido ini Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak memberikan kesempatan kepada 
Tergugat untuk menyatakan pendapatnya mengenai pengajuan perubahan 
gugatan oleh Penggugat.  
Perubahan gugatan atas perintah majelis hakim tersebut, menurut 
penulis merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memenuhi rasa keadilan, dimana 
tujuannya untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya 
murah dengan bertindak aktif untuk melindungi dengan memberi 
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kesempatan pencari keadilan yaitu Penggugat yang merasa kepentingannya 
dirugikan merubah bentuk gugatan sesuai dengan Perma No 1 tahun 2002 
yang baru keluar ketika proses pemeriksaan perkara ini sudah tahap 
jawaban dari Tergugat. Namun terobosan hukum yang dilakukan oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo ini tidak tepat dan 
menyinggung kepastian hukum karena telah menyimpangi hukum acara 
yang ada serta menimbulkan ketidakadilan karena tidak memperhatikan hak 
dari Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Sukoharjo terlihat 
juga berpijak pada teori pragmatical legal realism yang menyatakan hakim 
layak membuat hukum. Dimana pengaruh teori pragmatical legal realism  
terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sangat ekstrem 
dengan aliran teori tersebut. Disini hakim perlu  membuat suatu pendapat 
atau menciptakan hukum, namun seharusnya tetap mengacu pada peraturan 
perundang-undangan dan hanya demi keadilan. Penciptaan hukum 
dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak 
tersedia aturan hukum yang menjadi dasar, maka tugas hakim menciptakan 
hukum apabila ada kekosongan hukum  (rechsvacuum, legal vacuum). 
Namun secara sosiologis ajaran kekosongan hukum bertentangan 
dengan prinsip yang dikemukakan oleh cicero yaitu prinsip “ubi sociates 
ibi ius”, dimana artinya adalah kalau setiap masyarakat pasti ada hukum, 
maka tidak mungkin ada kekosongan hukum. Setiap kekosongan hukum 
akan diisi oleh hukum ciptaan masyarakat. Dari kenyataan sosiologis ini, 
maka menciptakan hukum lebih bersifat konseptual daripada kenyataan, 
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tetapi persoalannya “Apakah hukum ciptaan masyarakat tersebut serta 
merta dapat diterima sebagai hukum oleh para hakim.?” 
Tujuan penciptaan hukum disini sangat berbeda dengan pengertian 
judge made law dalam sistem common law yang merupakan dasar 
pembentukan hukum. Penciptaan hukum ini merupakan bagian dari sistem 
hukum kontinental atau civil law system. Yang bertumpu pada kodifikasi 
atau sistem hukum yang tertulis  dan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh 
dari kebiasaan. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk dalam sistem 
kontinental sehingga tugas utama hakim bukan menciptakan hukum. 
Penciptaan hukum ini merupakan suatu fungsi yang terpaksa dilakukan, 
apabila tidak tersedia aturan hukum atau upaya-upaya melalui penemuan 
hukum ternyata tidak memuaskan dikarenakan antara lain hukum yang ada 
sudah sangat ketinggalan atau bertentangan dengan kenyatan-kenyataan 
baru atau tuntutan-tuntutan baru.  
Berkaitan dengan penciptaan hukum akan lebih baik, apabila 
memperhatikan pendapat  Bagir Manan yang menyatakan bahwa ada 
beberapa persoalan penting yang harus menjadi pegangan hakim dalam 
menciptakan hukum yaitu antara lain  yaitu : dilakukan melalui putusan 
hakim, memastikan bahwa tidak ada hukum yang mengatur kasus konkrit 
yang bersangkutan dan penciptaan hukum semata-mata diukur dari 
kepentingan pencari keadilan, sedangkan kepentingan sosial dianggap 
sebagai dampak belaka dari putusan yang bersangkutan. Hal ini perlu 
penekanan karena kepentingan pencari keadilan tidak selalu pararel dengan 
suatu kepentingan sosial, bahkan mungkin bertentangan dengan 
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kepentingan sosial. Tidak dibenarkan suatu putusan hakim 
mengesampingkan kepentingan pencari keadilan demi suatu kepentingan 
sosial dan hal tersebut tampaknya menjadi pegangan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
c, Perbuatan Melawan Hukum. 
Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo  
mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara 
ini, yaitu : Bahwa sebagai suatu bangsa yang berwawasan nasional 
kenusantaraan adalah suatu kenyataan, bahwa Negara kesatuan Republik 
Indonesia dan menjadi suatu komitmen besar bagi bangsa Indonesia 
sebagaimana telah diwujudkan sebagai tonggak pemersatu bangsa oleh para 
pendiri republik ini (Foundhing Father) bahwa diantara suku-suku bangsa 
tetap bersatu dalam kebhinekaan, saling menghargai, menghormati adapt 
istiadat, kebiasaan, saling menghargai, menghormati adat istiadat, 
kebiasaan-kebiasaan serta norma-norma lainnya itu tidaklah berlaku 
pembenaran bahwa masyarakat suku yang satu memaksakan secara sepihak 
kepada masyarakat suku di luarnya atau pihak lain di luar masyarakat 
sukunya supaya paham dan tahu adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan serta 
norma-norma lain yang berlaku bagi masyarakat sukunya; Bahwa 
penghargaan, penghormatan terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan 
serta norma-norma lainnya tidaklah berlaku pembenaran bahwa masyarakat 
suku yang satu memaksakan secara sepihak kepada masyarakat suku 
diluarnya atau pihak lain diluar masyarakat sukunya supaya paham dan tahu 
adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan serta norma-norma lainnya yang berlaku 
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bagi masyarakat sukunya ; Bahwa dalam perkara ini adalah jelas, tergugat 
sebagai pihak diluar masyarakat suku Manggarai-Flores tidak tahu, tidak 
paham apa arti kata KIDO menurut paham Penggugat ;Bahwa setelah 
beberapa waktu coklat merek KIDO diproduksi dan dipasarkan oleh 
Tergugat ternyata mendapatkan reaksi dari Penggugat melalui surattnya 
bertanggal 11 Oktober 2001 yang kemudian oleh Tergugat ditindaklanjuti ; 
Menimbang, bahwa produksi dan peredaran coklat merek KIDO yang 
mendapatkan reaksi dari Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2001 
selanjutnya direspon secara positif oleh tergugat pada tanggal 24 Oktober 
2001 dengan mengganti merek dan selanjutnya melakukan penghentian 
iklan via media massa tanggal 23 Oktober 2001 serta melakukan penarikan 
barang dari pasar melalui distributor pada tanggal 12 Desember 2001, 
majelis hakim berpendapat bahwa sikap atau tindakan tergugat itu 
menunjukkan sebagai sikap atau tindakan yang berkonotasi positif sebagai 
wujud penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dijunjung 
tinggi oleh masyarakat suku Manggarai-Flores ; 
Menimbang, bahwa sekalipun tergugat telah membayar melakukan 
penarikan barang ternyata samapai dengan bulan april 2002 barang masih 
beredar dipasaran, apakah terhadap kenyataan ini tergugat dapat  
dipersalahkan ?. Berikut ini majelis hakim mempertimbangkan : 
· Bahwa benar penarikan penarikan barang mengalami hambatan 
dikarenakan para pelanggan banyak yang tutup menghadapi liburan idul 
fitri, natal dan tahun baru ; 
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· Bahwa kenyataan tersebut menurut majelis hakim adalah berada diluar 
kemampuan tergugat dan adalah sangat berlebihan menuntut kepada 
tergugat untuk menelusuri sampai ke pertokoan, kios-kios kecil untuk 
melakukan penarikan lagi pula dalam dunia perdagangan persoalan 
tentang itu oleh tergugat sebagai produser telah mempercayakan kepada  
distributor ; 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas 
majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat tidak mengandung 
unsur kesalahan dalam konteks perbuatan melawan hukum dilapangan 
keperdataan ; 
Oleh karena tidak ada kesalahan, maka perbuatan tergugat tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum ; 
Menimbang, selanjutnya oleh karena tidak terbukti tergugat 
melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus 
dinyatakan ditolak dan Penggugat menurut hukum harus membayar biaya 
perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; 
Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-
undang Nomor :39 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang 
peradilan umum, Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan-ketentuan lainnya 
yang bersangkutan dengan perkara ini ; 
Dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Sukoharjo telah mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini Majelis 
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Hakim Pengadilan Sukoharjo memperluas atau menganalogikan Pasal 1365 
KUHPer untuk memutus sengketa merek KIDO. Sedangkan seharusnya 
hakim tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-
undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek merupakan dasar hukum 
untuk menyelesaikan sengketa merek. Apakah Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Sukoharjo dalam hal ini melakukan penciptaan hukum? Namun 
dalam hal ini tidak ada kekosongan hukum  (rechsvacuum, legal vacuum). 
Dimana unsur perbuatan melawan hukum atas Merek telah jelas diatur 
dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor:15 tahun 2001 tentang Merek  
yaitu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung 
unsur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban  umum. Dan  dalam penjelasan 
Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa “Termasuk dalam pengertian 
bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum 
adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, 
kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari 
golongan masyarakat tertentu”.  
Bunyi Pasal 5 huruf a dan penjelasannya tersebut adalah unsur Patiha yang 
mana merupakan bagian yang perlu dibuktikan dalam perbuatan melawan 
hukum. Apabila ketentuan dalam Pasal 5 huruf a tersebut dilanggar dan 
ternyata telah didaftarkan, maka Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 
tentang Merek juga memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan 
untuk mengajukan Penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga, 
hal ini berdasarkan Pasal 63 jo Pasal 67 atau dapat pula mengajukan 
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pembatalan merek ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 68 undang-
undang ini.   
Dari keseluruhan pertimbangan  tersebut terlihat jelas bahwa Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berusaha menggali hukum yang 
akan menjadi dasar putusannya sehingga menyebabkan majelis hakim tersebut 
tidak dapat melaksanakan fungsinya  yaitu menyelesaikan sengketa dengan 
tepat. 
Apabila dikaitkan dengan Ajaran Hukum Murni yang dikaitkan 
dengan fungsi hakim seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo 
mengedepankan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generaly dalam hal ini 
mendasarkan putusan merek dengan memakai Undang-undang merek No. 15 
Tahun 2001 daripada Pasal 1365 KUHPerdata yang lebih bersifat umum 
dengan menerapkan hukum apa adanya (Rechtoepasing). 
Apabila dikaitkan dengan Ajaran Sociological Jurisprudence 
(tokohnya yang terkenal: Roscoe Ponds) dan Political Legal Realism (tokohnya 
yang terkenal: Lawrenc M. Friedman) dikaikan dengan teori konsekuensi 
hukum (Radbruch) yang baik maka Majelis Hakim tidak menerapkan hukum 
yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini masyarakat bisnis yang 
mengedepankan penyelesaian sengketa bisnis lebih cepat dengan menggunakan 
azas mana yang akan diterapkan dan pihak mana yang seharusnya menang 
sehingga akan tercermin kepastian hukum. 
Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam hal ini jika dikaitkan 
dengan teori-teori tersebut di atas, pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut 
: 
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a) Majelis Hakim memutuskan menyatakan menolak gugatan penggugat 
dengan mempertimbangkan pokok perkaranya bahwa Tergugat tidak 
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 
KUHPerdata padahal sengketa merek telah diatur secara khusus dengan 
UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Majelis hakim tidak 
memakai asas Lex Specialis Derogat Legi Generaly sebagai kepastian 
hukum dalam sengketa merek.  
b) Majelis Hakim mengesampingkan hambatan dalam dunia bisnis lainnya 
yaitu membuat penyelesaian bisnis tersebut menjadi berlarut-larut yaitu 
memutus perkara ini tanpa memperhatikan kompetensi absolut 
Pengadilan Niaga yang telah diatur oleh undang-undang, dimana waktu 
penyelesainnya lebih cepat sehingga putusan Majelis hakim tidak 
mencerminkan keadilan masyarakat pebisnis.  
Analisis Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menolak permohonan 
banding Pemohon (Penggugat), dimana Majelis Hakim Tinggi telah 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah memutus 
perkara merek “Kido” tersebut.  
  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding 
berkaitan dengan pengajuan gugatan Masyarakat Manggarai-
Flores NTT Indonesia ke Pengadilan Negeri Sukoharjo telah 
mempertimbangkan putusan dan dapat diuraikan secara 
tersistematisasi sebagai berikut : 
2.1. Putusan Banding  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 
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Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  didasari oleh 
pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut 
Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding 
dari kuasa Penggugat/ pembanding diajukkan dalam tenggang waktu  dan 
menurut cara-cara yang telah sesuai dengan undang-undang, maka 
permohonan banding tersebut dapat diterima ; 
Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi membaca dan 
memperhatikan berita acara persidangan, keterangan para saksi dibawah 
sumpah, surat-surat bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta  
putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 7 Nopember 2002             
Nomor : 18 pdt.G/2002/PN. Skh dan memperhatikan pula memori banding 
dan kontra memori banding dari para pihak berpekara dengan secara teliti 
dan seksama, maka pengadilan tinggi yang berkesimpulan bahwa 
pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim tingkat 
pertama yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan sudah tepat dan 
benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil 
alih dan dijadikan pertimbangan hukum pengadilan tinggi  sendiri dalam 
memutus perkara tersebut ditingkat banding, dengan demikian maka 
putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 7 Nopember 2002 Nomor : 
18/Pdt.g/2002 dapat dikuatkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/pembanding tetap 
dipihak yang kalah  dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar 
perkara pada kedua tingkat peradilan ; 
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Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan 
Tinggi Jawa Tengah terlihat tidak menerapkan hukum apa adanya 
(Rechtstoepassing )untuk mempertimbangkan “kewenangan Pengadilan 
Negeri Sukoharjo” untuk memeriksa perkara merek KIDO ini yaitu tidak 
menempelkan atau memberikan tempat suatu peristiwa dengan ketentuan-
ketentuan yang ada atau dengan kata lain hakim tidak melakukan rekayasa 
dan hanya bertindak sebagai mulut (corong) undang-undang. Sedangkan 
dalam hal ini  Undang-undang Nomor : 5 tahun 2001 tentang Merek telah 
jelas mengatur tentang kewenangan memeriksa dan menyelesaikan 
sengketa merek adalah Pengadilan Niaga. Sedang disini Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan sependapat dengan Pengadilan 
Negeri Sukoharjo dengan melakukan penafsiran analogi            Pasal 1365 
KUHPerdata. Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah telah 
mengesampingkan Undang-undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek. 
Apabila dicermati secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan tinggi Jawa Tengah untuk menyelesaikan perkara merek KIDO 
ini bertentangan dengan hukum acara perdata karena tidak diuraikan secara 
rinci dasar-dasar yang menjadi  pertimbangan dalam mengambil putusan. 
Sedangkan dalam hukum acara perdata diatur bahwa  putusan hakim harus 
dituangkan dengan jelas dan terperinci baik pertimbangan hukum maupun 
alasan-alasan dasar dalam mengambil putusan tersebut.  
Apabila dikaitkan dengan teori konsekuensi hukum yang baik dari 
Radbruch, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jawa Tengah 
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tersebut sangat jauh mengandung rasa keadilan dan telah mengesampingkan 
pula rasa kepastian hukum.   
Apabila dikaitkan dengan Ajaran Hukum Murni yang dikaitkan 
dengan fungsi hakim seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa 
Tengah mengedepankan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generaly dalam hal 
ini mendasarkan putusan merek dengan memakai Undang-undang merek No. 
15 Tahun 2001 daripada Pasal 1365 KUHPerdata yang lebih bersifat umum 
dengan menrapkan hukum apa adanya (Rechtoepasing). 
Apabila dikaitkan dengan Ajaran Sociological Jurisprudence dan 
Pragmatical Legal Realism dikaikan dengan teori konsekuensi hukum yang 
baik maka Majelis Hakim tidak menerapkan hukum yang hidup dalam 
masyarakat dalam hal ini masyarakat bisnis yang mengedepankan penyelesaian 
sengketa bisnis lebih cepat dengan menggunakan azas mana yang akan 
diterapkan dan pihak mana yang seharusnya menang sehingga akan tercermin 
kepastian hukum. 
Putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara 
merek “Kido” terlihat sebagai berikut: 
1. Majelis hakim memutuskan menyatakan menolak gugatan penggugat 
dengan mempertimbangkan pokok perkaranya bahwa Tergugat tidak 
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 
KUHPerdata padahal sengketa merek telah diatur secara khusus dengan UU 
No 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Majelis hakim tidak memakai 
asas Lex Specialis Derogat Legi Generaly sebagai kepastian hukum dalam 
sengketa merek.  
 cxliii  
2.  Majelis Hakim mengesampingkan hambatan dalam dunia bisnis lainnya 
yaitu membuat penyelesaian bisnis tersebut menjadi berlarut-larut yaitu 
memutus perkara ini tanpa memperhatikan kompetensi absolut Pengadilan 
Niaga yang telah diatur oleh undang-undang, dimana waktu penyelesainnya 
lebih cepat sehingga putusan Majelis hakim tidak mencerminkan keadilan 
masyarakat pebisnis.  
3.  Ada ketidakadilan dalam putusan sengketa merek KIDO karena tidak 
menggunakan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 
Dimana dalam hal ini seharusnya Majelis hakim konsisten terhadap 
lembaga peradilan yang dianggap sebagai suatu lembaga dalam penegakkan 
hukum dan keadilan serta  peradilan masih tetap relevan sebagai benteng 
terakhir pencari keadilan sehingga masih diandalkan sebagai badan yang 
berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran-kebenaran sebagai 
perwujudan keadilan, sehingga apabila mengutip pendapat Sudikno 
Mertokusumo bahwa untuk itu putusan hakim harus mengandung keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan secara proporsional.   
3. Analisis Putusan Kasasi  oleh Mahkamah Agung  
   Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan 
kasasi Pemohon (Penggugat), dimana Majelis Hakim Agung menilai 
bahwa judec facti yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum.  
 Majelis Hakim Kasasi  berkaitan dengan pengajuan 
gugatan Masyarakat Manggarai-Flores NTT Indonesia ke 
Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mempertimbangkan putusan 
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tersebut dan dapat diuraikan secara tersistematisasi 
sebagai berikut: 
3.1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung 
 Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh 
pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut : 
Bahwa alasan-alasan pada huruf A sampai dengan  C tersebut tidak dapat 
dibenarkan, sebab Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, dengan 
pertimbangan sebagai berikut : 
1. Bahwa tergugat tidak mengetahui kata KIDO berarti senggama yang 
tabu dibicarakan dimuka umum ; 
2. Oleh karena tidak tahu, maka tidak ada maksud/kesengajaan untuk 
menggunakan bagi produk cokelat untuk konsumen anak-anak 
sehingga tidak didapati unsur melawan hukum ; 
3. Selain itu judex factie tidak melampaui batas wewenangnya didalam 
membuat pertimbangan hukum; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata 
bahwa putusan judex factie dalam perkara itu tidak bertentangan dengan hukum 
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon 
kasasi Ikatan Masyarakat Manggarai Flores NTT Indonesia tersebut harus ditolak ; 
Apabila dicermati pertimbangan Majelis Hakim Agung tentang  
pertimbangannya  pada point nomor 1 dan 2 yang menyatakan bahwa 
tidak ada kesengajaan dalam perbuatan Tergugat sehingga tidak didapat 
unsur melawan hukum  tersebut adalah telah mempertimbangkan pokok 
perkara. Sedangkan dalam taraf kasasi bukan lagi memeriksa berkas 
perkaranya sebagaimana judex factie, namun  seharusnya yang diperiksa 
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adalah hukumnya, dimana dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor : 5 
tahun 2004 tentang Mahkamah Agung  telah diatur secara limitatif hanya 
memeriksa mengenai tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, 
salah menerapkan hukum, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan 
undang-undang yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan. 
Di samping itu terlihat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung 
memberi penafsiran  mengenai ketentuan bahwa pengadilan judex factie 
tidak melampaui batas dalam membuat pertimbangan hukumnya. Dalam 
hal ini jelas terlihat Majelis Hakim Agung mempunyai pendapat yang 
sama dengan Majelis Hakim Pengadilan judex factie tentang kompetensi 
Absolut perkara ini. Namun dasar atau latar belakang yang membuat 
Majelis Hakim Agung berpendapat demikian tidak diuraikan secara rinci 
dalam pertimbangannya, sehingga terlihat pertimbangan tersebut tidak 
mencerminkan keadilan. Apalagi sebagaimana diuraikan sebelumnya 
bahwa  dalam Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek 
telah diatur secara tegas  penyelesaian sengketa merek ada di Pengadilan 
Niaga, sehingga kepastian hukumpun telah dikesampingkan. Sedangkan 
kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang penting bagi 
perkembangan dunia bisnis. 
Dikaitkan dengan teori kebebasan hakim, maka dalam hal ini Majelis 
Hakim Mahkamah Agung mengarah pada teori judge made law yaitu hakim 
membuat hukum tanpa menggunakan dasar peraturan perundangan yang 
berlaku. Dimana dalam hal ini hakim seharusnya tidak mengarah pada teori 
tersebut karena hukumnya telah ada dan jelas, tetapi akan lebih tepat apabila 
hakim berpijak pada teori deklarasi Hukum yaitu hanya menerapkan hukum 
apa adanya (rechtoepassing). Hakim bertindaksebagai corong (mulut) undang-
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undang karena dalam menerapkan kaidah hukum tersebut tanpa melakukan 
rekayasa.  
Apabila dikaitkan dengan Ajaran Hukum Murni yang dikaitkan 
dengan fungsi hakim seharusnya Majelis Hakim Kasasi mendasarkan pada 
pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004, karena telah terjadi sengketa kewenangan 
mengadili dan kesalahan penerapan hukum dan mengedepankan Asas Lex 
Specialis Derogat Legi Generaly dalam hal ini mendasarkan putusan merek 
dengan memakai Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 daripada Pasal 
1365 KUHPerdata yang lebih bersifat umum dengan menrapkan hukum apa 
adanya (Rechtoepasing). 
Apabila dikaitkan dengan Ajaran Sociological Jurisprudence dan 
Pragmatical Legal Realism dikaikan dengan teori konsekuensi hukum yang 
baik maka Majelis Hakim tidak menerapkan hukum yang hidup dalam 
masyarakat dalam hal ini masyarakat bisnis yang mengedepankan penyelesaian 
sengketa bisnis lebih cepat dengan menggunakan azas mana yang akan 
diterapkan dan pihak mana yang seharusnya menang sehingga akan tercermin 
kepastian hukum. 
Putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara merek Kido terlihat 
sebagai berikut: 
1. Majelis hakim memutuskan menyatakan menolak permohonan kasasi 
penggugat dengan mempertimbangkan pokok perkaranya bahwa Tergugat 
tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 
KUHPerdata padahal sengketa merek telah diatur secara khusus dengan UU 
No 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Majelis hakim tidak memakai 
asas Lex Specialis Derogat Legi Generaly sebagai kepastian hukum dalam 
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sengketa merek.  Majelis Hakim Mahkamah Agung berusaha membuat 
putusan yang mengutamakan  kemanfaatan, namun mengesampingkan rasa 
keadilan  dan juga telah menyinggung kepastian hukum yang merupakan 
faktor yang penting. 
2.  Majelis Hakim mengesampingkan hambatan dalam dunia bisnis lainnya 
yaitu membuat penyelesaian bisnis tersebut menjadi berlarut-larut yaitu 
memutus perkara ini tanpa memperhatikan kompetensi absolut Pengadilan 
Niaga yang telah diatur oleh undang-undang, dimana waktu penyelesainnya 
lebih cepat sehingga putusan Majelis hakim tidak mencerminkan keadilan 
masyarakat pebisnis.  
3. Ada ketidakadilan dalam putusan sengketa merek KIDO karena tidak 
menggunakan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 
Dimana dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim konsisten terhadap 
lembaga peradilan yang dianggap sebagai suatu lembaga dalam penegakkan 
hukum dan keadilan serta  peradilan masih tetap relevan sebagai benteng 
terakhir pencari keadilan sehingga masih diandalkan sebagai badan yang 
berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran-kebenaran sebagai 
perwujudan keadilan, sehingga apabila mengutip pendapat Sudikno 
Mertokusumo bahwa untuk itu putusan hakim harus mengandung keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan secara proporsional.   
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan : 
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Adapun dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Majelis Hakim judex factie maupun kasasi mempunyai persamaan 
pandangan dalam memutus perkara merek KIDO dan telah 
mengesampingkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor :15 tahun 2001 
tentang Merek khususnya dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 63, Pasal 67 dan 
Pasal 68 undang tersebut. Hal dikarenakan:  
a)  Majelis Hakim tidak memperhatikan asas-asas hukum yaitu  “Lex 
specialist legi Generaly” (peraturan yang khusus mengesampingkan 
peraturan yang lebih umum). 
b)  Majelis Hakim  dalam mengambil putusan berpijak pada teori hakim 
sebagai pembuat hukum (judge made law). Tidak memperhatikan 
hukum  dalam hal ini ajaran Hukum Murni dan Sociologicsl 
Jurisprudence serta teori Pragmatical Legal Realism yang 
menyatakan hakim layak membuat hukum dikarenakan hukum selalu 
berubah seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, sehingga 
sama sekali tidak memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku 
dan tidak dikaitkan dengan Undang-undang Merek. Selain itu nilai 
kepastian hukum pun tidak tercermin dalam putusan tersebut karena 
telah secara implisit bahwa judex factie dalam perkara ini berwenang 
mengadili perkara KIDO tersebut  dan mengesampingkan peraturan 
perundangan yang sudah jelas mengatur bahwa penyelesaian sengketa 
merek adalah di pengadilan niaga.  .  
2.a.   Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang 
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hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. 
Dari segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai satu-satunya alat dan 
cara memutus sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusannya hanya 
demi hukum. Majelis Hakim sebaiknya dalam mengambil pertimbangan-
pertimbangan hukum untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya 
menggali hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut dan masih 
berlaku karena hakum dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit) 
dan memperhatikan kekuatan berlakunya peraturan tersebut dengan selalu 
melihat asas-asas hukum dan juga tata urutan perundang-undangan serta 
menerapkan kaidah hukum  maka hakim harus selalu berpedoman bahwa 
hakim mempunyai 3 (tiga) fungsi, Pertama: menerapkan hukum apa 
adanya (rechtstoepassing), Kedua: penemuan hukum (rechtsvinding), dan 
Ketiga: menciptakan hukum (rechtscheping) sehingga tercipta keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan secara proporsional.  
 b.   Majelis Hakim mengesampingkan hambatan dalam dunia bisnis yaitu 
membuat penyelesaian bisnis tersebut menjadi berlarut-larut yaitu 
memutus perkara ini tanpa memperhatikan kompetensi absolut 
Pengadilan Niaga yang telah diatur oleh undang-undang, dimana waktu 
penyelesainnya lebih cepat sehingga putusan Majelis hakim tidak 
mencerminkan keadilan bagi masyarakat pebisnis. 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, 
maka implikasinya adalah sebagi berikut : 
1. Diterimanya perkara merek oleh pengadilan negeri membuat  permasalahan 
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baru bagi dunia bisnis karena penyelesaian sengketa bisnis akan kembali 
berlarut-larut. Ketidakpastian hukum dalam putusan ini akan berdampak 
pandangan masyarakat terutama yang berkecimpung dalam dunia bisnis 
terhadap penegakan hukum di Indonesia sangat buruk dan pengadilan tidak 
dapat dianggap lagi sebagai suatu lembaga dalam penegakan hukum dan 
keadilan yang  masih tetap relevan sebagai benteng terakhir pencari 
keadilan.  
2. Orang Perseorangan maupun Badan Hukum tidak bisa sesukanya 
mempunyai atau memakai atau membuat merek atas suatu produk barang 
dan jasa. 
 
C. Saran 
1. Bagi Hakim hendaknya selalu meningkatkan kualitas keilmuannya karena 
hakim dituntut professional dan dianggap mengetahui hukum perundang-
undangan yang selalu dirubah untuk mengikuti perkembangan yang terjadi 
dalam masyarakat, sehingga hakim dapat menerapkan tiga fungsi dalam  
menerapkan kaidah hukum dengan tepat dan membuat putusannya  
mencerminkan keadilan, kemanfaatan selain kepastian hukum. 
2. Bagi masyarakat apabila menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan 
dengan dunia bisnis hendaknya memperhatikan peraturan perundangan 
yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara para pihak dan 
pandangan yang negatif tentang peradilan di Indonesia. 
3. Bagi pengacara yang mewakili para pihak yang bersengketa hendaknya 
selalu beritikad baik untuk mendudukan permasalahan secara wajar 
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sehingga tidak terkesan mencari celah yang membuat hukum menjadi kabur 
dan wibawa pengadilan hilang. 
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